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Kejahatan terhadap nyawa yang dilakukan karena kealpaan, pada 
umumnya pelaku tidak memiliki niat untuk menghilangkan nyawa orang lain, 
akan tetapi karena kurang hati-hati atau ceroboh dalam perbuatannya sehingga 
mengakibatkan kematian bagi orang lain. Maka orang tersebut dikatakan 
melakukan suatu tindak pidana. Bentuk kelalaian/kealpaan yang mengakibatkan 
terjadinya suatu tindak pidana salah satunya adalah penyalahgunaan di bidang 
kelistrikan. 
Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan hukum pidana materiil 
terhadap tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dalam 
putusan nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs dan mendeskripsikan pertimbangan 
hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana kealpaan yang 
menyebabkan orang lain mati dalam putusan nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs. 
Penelitian ini merupakan penelitian hukun dengan jenis penelitian kepustakaan 
(library research) dengan pendekatan hukum normatif. Sumber data utamanya 
adalah data sekunder. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah 
analisa data deskriptif kualitatif. 
Berdasarkan analisis data dan pembahasan disimpulkan bahwa 1) 
Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kealpaan yang 
menyebabkan orang lain mati dalam putusan nomor: 101/Pid.B/2020/ PN.Bbs 
yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 359 KUHP. Penerapan pasal tersebut 
menurut penulis sudah benar, dimana kealpaan sebagai suatu perbuatan yang 
kurang hati-hati atau kurang perhatian, kurang hati-hati dalam teori kealpaan 
disertai dengan membayangkan akan suatu akibat. Dalam hal ini terdakwa tidak 
mempunyai Sertifikat Layak Operasional (SLO) keahlian dalam instalasi listrik 
dan tidak memberikan lampu penerangan agar orang lain dengan jelas mengetahui 
bahwa ada kawat teraliri listrik mengelilingi lahan yang digarap Terdakwa 
tersebut. 2) Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak 
pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dalam putusan nomor: 
101/Pid.B/2020/PN.Bbs sudah memuat aspek yuridis dan non yuridis. 
Pertimbangan yuridis hakim pada perkara tersebut meliputi pertimbangan surat 
dakwaan dan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan. Sedangkan pertimbangan 
non yuridis pada perkara tersebut yaitu fakta-fakta dalam persidangan (didasarkan 
pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti) dan hal yang 
memberatkan dan meringankan. 
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Crimes against life committed due to negligence, in general, the 
perpetrator does not have the intention to take the life of another person, but 
because of his carelessness or carelessness in his actions, resulting in the death of 
another person. Then the person is said to have committed a crime. One form of 
negligence/omission that results in a criminal act is abuse in the electricity sector. 
This study aims to examine the application of material criminal law to 
criminal acts of negligence that cause other people to die in decision number: 
101/Pid.B/2020/PN.Bbs and to describe the legal considerations of judges in 
passing decisions on criminal acts of negligence that cause other people to die in 
decision number: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs. This research is a legal research with 
the type of library research (library research) with a normative legal approach. 
The main data source is secondary data. The data analysis used in this research is 
descriptive qualitative data analysis.  
Based on data analysis and discussion, it was concluded that 1) The 
application of material criminal law to criminal acts of negligence that caused 
other people to die in decision number: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs, namely the 
defendant's actions violated Article 359 of the Criminal Code. The application of 
the article, according to the author, is correct, where negligence is an act of being 
careless or inattentive, inadvertent in the theory of negligence accompanied by 
imagining a result. In this case the defendant does not have an Operational 
Eligibility Certificate of expertise in electrical installations and does not provide 
lighting so that others can clearly know that there is an electrified wire 
surrounding the land being cultivated by the Defendant. 2) The judge's legal 
considerations in deciding the crime of negligence that caused another person to 
die in the decision number: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs already contains juridical and 
non-juridical aspects. The judge's juridical considerations in the case include the 
consideration of the indictment and the elements in the articles indicted. While the 
non-juridical considerations in the case are the facts in the trial (based on witness 
statements, statements of the defendant, evidence) and aggravating and mitigating 
matters.  
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oleh perasaan rendah hati."  
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A. Latar Belakang  
Indonesia sebagai negara hukum sudah seharusnya menciptakan 
kondisi dan situasi agar semua rakyat dapat menikmati dan merasa aman dari 
tindakan-tindakan yang tidak sesuai dengan aturan dan kaidah hukum. Hukum 
mempunyai fungsi mengatur semua aspek kehidupan berbangsa dan bernegara 
untuk dapat memberikan kontribusi secara maksimal kepada pelaksanaan 
maka aparat hukum dan seluruh lapisan masyrakat tunduk dan taat pada 
norma hukum yang berlaku. 
Negara Indonesia tidak berdasarkan atas kekuasaan dengan tujuan 
melindungi seluruh bangsa dan tumpah darah Indonesia, meningkatkan 
kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, turut serta dalam 
perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan 
sosial. Hal ini secara jelas tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) bahwa “Negara Indonesia 
adalah negara hukum”.  
Kejahatan terhadap tubuh serta kejahatan terhadap nyawa merupakan 
dua bentuk kejahatan yang sering terjadi di tengah masyarakat. Penganiayaan 
merupakan istilah yang diberikan terhadap kejahatan terhadap tubuh, 
sedangkan pembunuhan adalah istilah yang diberikan terhadap kejahatan 
terhadap nyawa. Kedua kejahatan tersebut erat kaitannya satu satu sama lain, 




pembunuhan sering kali di awali dengan penganiayaan. Oleh karena itu, untuk 
mewujudkan ketentraman, serta menikmati kepastian hukum, maka dibuatlah 
aturan serta sanksi. 
Negara dalam melindungi hak-hak warga negaranya, dalam 
merumuskan kejahatan tidak terlepas dalam pengkajian terkait kejahatan 
terhadap tubuh serta kejahatan terhadap nyawa, hal ini dapat dilihat dalam 
kepentingan hukum perorangan yang merupakan kepentingan hukum yang 
juga dilindungi oleh hukum pidana. Hukum pidana diartikan sebagai suatu 
ketentuan hukum atau undang-undang yang menentukan perbuatan yang 
dilarang atau pantang untuk dilakukan dan ancaman sanksi terhadap 
pelanggaran larangan tersebut. Hukum pidana menempati tempat tersendiri 
dalam sistemik hukum, hal ini disebabkan karena hukum pidana tidak 
menempatkan norma tersendiri, akan tetapi memperkuat norma-norma di 
bidang hukum lain dengan menetapkan ancaman sanksi atas pelanggaran 
norma-norma di bidang hukum lain tersebut.1 
Kejahatan terkait dengan penyerangan terhadap tubuh orang lain yang 
menyebabkan luka atau bahkan luka parah yang dapat menyebabkan 
kematiaan, maka alasan dibentuknya kejahatan terhadap tubuh dimaksudkan 
bagi kepentingan hukum pada tubuh dari perbuatan tersebut.2 Apabila 
mengacu kepada unsur kesalahan, terdapat dua bentuk kejahatan terhadap 
tubuh tersebut, yaitu: Pertama, dilakukan secara sengaja, dikualifikasikan 
                                                 
1 Zaidan, M. Ali, Munuju Pembaruan Hukum Pidana, Jakarta: Sinar Graafika, 2015, 
hlm. 3. 
2 Chazawi, Adam, Kejahatan terhadap Tubuh dan Nyawa, Jakarta: Raja Grafindo 




sebagai penganiayaan, pada Bab XX Buku ke-II, Pasal 351 s/d Pasal 358 
KUHP. Kedua, dilakukan karena kealpaan, dikualifikasikan sebagai 
menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan, pada Bab XXI Buku ke-II, 
Pasal 360 KUHP. 
Kejahatan terkait dengan nyawa merupakan penyerangan mengarah ke 
nyawa orang lain. Perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut, maka 
pelaku telah melaksanakan rangkaian tindakan yang menyebabkan matinya 
orang lain.3 Jika mengacu pada unsur kesalahan, maka terdapat dua bentuk 
kejahatan terhadap nyawa, yaitu: Pertama, dilakukan secara sengaja, pada Bab 
XIX Buku ke-II, Pasal 338 s/d Pasal 350 KUHP. Kedua, dilakukan karena 
kealpaan diberi kualifikasi sebagai menyebabkan mati atau luka-luka karena 
kealpaan, dimuat dalam Bab XXI Buku ke-II, Pasal 359 KUHP. 
Fokus penelitian ini akan membahas kejahatan terhadap nyawa yang 
dilakukan karena kealpaan, pada umumnya pelaku tidak memiliki niat untuk 
menghilangkan nyawa orang lain, akan tetapi karena kurang hati-hati atau 
ceroboh dalam perbuatannya sehingga mengakibatkan kematian bagi orang 
lain, maka orang tersebut dikatakan melakukan suatu tindak pidana. Menurut 
Lamintang, pada dasarnya penentuan suatu kelalaian amatlah dipengaruhi dari 
ada atau tidaknya suatu kehendak untuk melakukan tindak pidana tersebut. 
Kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan-tindakan seperti 
yang dilarang atau diharuskan undang-undang.4  
                                                 
3 Ibid., hlm. 51. 
4 Fitriani, Nurul & Nurhafifah, Tindak Pidana Kelalaian dalam Memasang Arus Listrik 
yang Menyebabkan Kematian Orang Lain, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana, 




Pembahasan mengenai kehendak dan kelalaian itu sendiri merupakan 
suatu hal yang sangat erat, di mana dalam menentukan suatu kesalahan atas 
tindak pidana kelalaian sangat tergantung dari adanya kehendak dan 
pengetahuan dari pelaku atas suatu tindak pidana. Bentuk kelalaian/kealpaan 
yang mengakibatkan terjadinya suatu tindak pidana salah satunya adalah 
penyalahgunaan di bidang kelistrikan. Masyarakat yang melakukan 
pemasangan arus listrik di lokasi usaha seperti perkebunan dan persawahan 
dengan tujuan untuk menghalau hama binatang yang akan merusak tanaman 
justru memakan korban hilangnya nyawa manusia. Akibat kelalaian 
pemasangan arus listrik oleh pemilik kebun atau sawah menyebabkan 
kematian bagi orang lain.  
Seperti halnya dalam kasus putusan yang akan penulis kaji, penggarap 
lahan milik perhutani yang terletak di Desa Ciomas Kecamatan Bantarkawung 
Kabupaten Brebes, memasang kawat yang teraliri aliran listrik dengan tujuan 
untuk menghalau hewan liar supaya tidak merusak tanaman milik terdakwa. 
Pemasangan aliran listrik dilakukan dengan cara membuat saklar On/Off 
dengan menggunakan kabel yang terbuka kemudian terdakwa sambungkan 
dengan kabel sepanjang ±500 meter dari rumah terdakwa sampai ke lahan 
yang digarap oleh terdakwa, kemudian terdakwa sambungkan kabel tersebut 
dengan kawat yang terdakwa pasang dengan cara ganda (atas bawah) 
terdakwa ikatkan pada bambu yang tingginya ±15 cm yang ditancapkan di 
tanah yang mengelilingi lahan yang terdakwa garap dan terdakwa menyalakan 




sampai dengan pukul 05.00 Wib yang teraliri listrik sebesar 900 Volt. Akibat 
perbuatannya tersebut, orang lain yang sewaktu melewati lahan garapannya 
tersengat aliran listrik dan meninggal dunia. 
Oleh karena kelalaian penggarap lahan tersebut yaitu memasang aliran/ 
instalasi listrik sedangkan dia tidak mempunyai Sertifikat Layak Operasional 
(SLO) sebagai teknisi yang mempunyai keahlian dalam instalasi listrik, dan 
terdakwa tidak memberikan lampu penerangan serta terdakwa tidak 
memasang tanda peringatan yang mengelilingi lahan yang digarap oleh 
terdakwa supaya orang lain dengan jelas mengetahui bahwa ada kawat yang 
teraliri listrik mengelilingi lahan yang digarap terdakwa tersebut. Orang yang 
memasang kawat beraliran listrik tersebut dinyatakan terbukti bersalah 
melakukan tindak pidana karena kealpaannya mengakibatkan kematian bagi 
orang lain. 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut di atas, suatu 
tindak pidana tidak hanya dapat terjadi dengan adanya suatu kesengajaan dari 
pelaku, tetapi juga terdapat suatu tindak pidana yang terjadi karena adanya 
suatu sikap yang kurang hati-hati atau kelalaian/kealpaan dari si pelaku. 
karena kekuranghati-hatian atau bahkan kecerobohannya menyebabkan terjadi 
suatu tindak pidana. Penulis akan mengkaji lebih jauh mengenai penerapan 
hukum pidana materilnya serta pertimbangan hukum oleh hakim dalam 
penjatuhan putusannya. Atas dasar hal tersebut penulis tertarik melakukan 
penelitian dengan judul “Tindak Pidana terhadap Kealpaan yang 




B. Rumusan Masalah  
Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dipaparkan di atas, untuk 
membatasi melebarnya permasalahan penelitian, maka penulis merumuskan 
permasalahan ke dalam dua pertanyaan penelitian. 
1. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dalam putusan nomor: 
101/Pid.B/2020/PN.Bbs? 
2. Bagaimanakah pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan 
tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dalam putusan 
nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs?  
C. Tujuan Penelitian  
Sesuai dengan rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas, maka 
tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengkaji penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dalam putusan nomor: 
101/Pid.B/2020/PN.Bbs.  
2. Untuk mendeskripsikan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan 
putusan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dalam 
putusan nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs. 
D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi para pembaca 




1. Secara teoritis, menambah wawasan pengetahuan ilmu hukum, khususnya 
hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kealpaan yang 
menyebabkan orang lain mati. Hasil penelitian dapat menjadi sumber 
referensi baru dalam bidang keilmuan hukum pidana terkait dengan 
pengaturan dan penerapan hukum pidana materiil serta dapat dijadikan 
rujukan atau perbandingan bagi penelitian hukum sejenis berikutnya.  
2. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat memberi pemahaman 
kepada masyarakat tentang hukum pidana materiil terhadap tindak pidana 
kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dan sanksi pidananya, 
sehingga diharapkan masyarakat dapat mengetahui dan memahami 
prosedur-prosedur pemasangan aliran listrik yang dapat membayakan 
hilangnya nyawa seseorang.  
E. Tinjauan Pustaka  
Berikut beberapa literatur atau penelitian terdahulu yang masih 
berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini. 
1. Lestari, Sumarni dan Haswari melakukan penelitian tentang “Tanggung 
Jawab Pelaku Tindak Pidana Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas 
yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi di Polres Lombok 
Timur)”.5  
Penelitian Lestari, dkk, bertujuan untuk mengetahui faktor-faktor 
yang menyebabkan terjadinya kelalaian pengemudi yang menyebabkan 
                                                 
5 Lestari, B.F.K., Sumarni, S., dan Haswari, A.A., “Tanggung Jawab Pelaku Tindak 
Pidana Kelalaian dalam Kecelakaan Lalu Lintas yang Mengakibatkan Matinya Orang Lain (Studi 




kecelakaan lalu lintas dan mengetahui bentuk pertanggungjawaban pidana 
terhadap pengemudi kendaraan bermotor yang menyebabkan orang lain 
meninggal dunia. Penelitian ini dilakukan di kabupaten dengan penduduk 
paling padat dan jumlah kecelakaan tertinggi di Nusa Tenggara Barat yaitu 
Kabupaten Lombok Timur. Pendekatan penelitian ini adalah penelitian 
empiris menggunakan metode pendekatan normatif. Data menggunakan 
data primer dan data sekunder. Pengumpulan data dilakukan dengan studi 
kepustakaan dan studi lapangan.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor penyebab kecelakaan 
yang terjadi di Kabupaten Lombok Timur adalah Faktor Manusia, Faktor 
Kendaraan, Faktor Jalan, dan Faktor Lingkungan. Tanggung jawab pelaku 
kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan meninggalnya orang lain di 
wilayah hukum Polres Lombok Timur adalah dalam bentuk pidana 
kurungan penjara maupun denda sesuai dengan pasal 310 ayat (4) dan 
pasal 311 ayat (5) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 tahun 
2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. 
2. Sengi, Ernest dalam penelitiannya tentang “Konsep Culpa dalam Perkara 
Pidana Suatu Analisis Perbandingan Putusan Nomor 18/Pid.B/2017/PN. 
Tobelo”.6  
Penelitian Sengi bertujuan untuk mengetahui konsep kealpaan 
yang  dipertimbangkan  Hakim  Pengadilan  Negeri  Tobelo dalam Putusan  
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Nomor 18/Pid.B/2017/PN.Tob. sudah tepat. Penelitian merupakan jenis 
penelitian normatif dengan data sekunder. Analisis hukum menggunakan 
pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan 
pendekatan status.  
Kesimpulan yang dapat ditarik dari penelitian Sengi tersebut yakni 
bahwa perbuatan terdakwa yang didakwa melanggar Pasal 359 KUHP 
sudah tepat di kenakan majelis hakim Pengadilan Negeri Tobelo terhadap 
terdakwa, namun dalam mempertimbangkan unsur kealpaan (culpa) oleh 
majelis hakim dalam putusannya masih sangat tidak relevan khusunya 
terkait unsur “kealpaan”. Teori onbewuste schuld yang menurut penulis 
harusnya lebih tepat digunakan dalam konsep kealpaan pada pertimbangan 
hukum perkara ini. 
3. Rifadilla, N., Erdianto & Diana, L., meneliti “Penerapan Sanksi Pidana 
terhadap Kasus Kelalaian Pengemudi yang Menyebabkan Kecelakaan di 
Jalan Raya Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang 
Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah Hukum Kepolisian Sektor 
Kelayang”.7  
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pada 
kasus lalu lintas dan bencana lalu lintas sesuai dengan Undang-Undang 
Nomor  22  Tahun  2009  tentang  Lalu  Lintas dan Transportasi dan faktor  
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yang mendorong penegakan hukum dalam kasus kelalaian. Jenis penelitian 
adalah penelitian hukum sosiologis sedangkan dilihat dari sifatnya 
penelitian ini adalah deskriptif. Penelitian ini menggunakan data primer, 
yaitu data yang diperoleh langsung dari yang pertama. Dan sekunder data, 
yaitu data yang sudah disiapkan.  
Hasil dari penelitian ini adalah penerapan ketentuan dalam kasus 
lalu lintas dan kecelakaan lalu lintas berdasarkan Undang-Undang Nomor 
22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Bagi pelaku yang 
menyebabkan korban meninggal dunia dikenai Pasal 310 ayat (4) dan 
Pasal 311 ayat (1) UU Nomor 22 Tahun 2009 dan Pasal 359 KUHP. 
Dalam Pasal 310 ayat (4) dipidana dengan: orang tua paling lama 12 (dua 
belas) tahun atau denda paling banyak Rp. 24.00.000,00 (dua puluh empat 
juta rupiah). Dalam Pasal 311 ayat (1) pelaku dipidana dengan pidana 
penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp. 3.000.000 
(tiga juta rupiah). Pasal 359 KUHP melakukan ancaman dengan orang lain 
paling lama satu tahun. Namun, pengguna yang melakukan kelalaian yang 
mengakibatkan kematian korban tidak dapat digunakan sebagaimana 
adanya dalam aturan yang berlaku. Pengendara memang rawan kesalahan 
dalam bentuk biaya administrasi, namun berbeda, yaitu pada kasus 
pertama sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan pada kasus 
kedua, pengemudi dikenakan sanksi administratif sebesar Rp. 200.000 
(dua ratus ribu). Faktor yang memperkuat penegakan hukum dalam kasus 




faktor hukum sendiri, faktor penegakan hukum, faktor sarana dan fasilitas 
yang mendukung penegakan hukum, faktor kebijakan kriminal dan non 
kriminal 
4. Fitriani, N. & Nurhafifah, melakukan penelitian dengan judul “Tindak 
Pidana Kelaian dalam Memasang Arus Listrik yang Menyebabkan 
Kematian Orang Lain (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Pidie Jaya).” 8 
Penelitian bertujuan menjelaskan kesadaran dari si pelaku terhadap 
tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan 
kematian orang lain, menjelaskan pertimbangan hakim dalam memutuskan 
tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yang mengakibatkan 
kematian orang lain dan upaya penanggulangannya. Data diperoleh 
melalui penelitian lapangan dan kepustakaan. Data menggunakan data 
primer melalui wawancara. 
Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa, pada 
dasarnya kesadaran pelaku tindak pidana kelalaian memasang arus listrik 
yang mengakibatkan kematian orang lain memang sulit untuk diukur. 
Tetapi bila dihubungkan dengan kealpaan (culpa), perbuatan pelaku 
digolongkan pada kealpaan tanpa kesadaran. Pertimbangan hakim dalam 
memutuskan perkara putusan tindak pidana kelalaian memasang arus 
listrik yang mengakibatkan kematian orang lain Nomor: 29/Pid.B/2016/PN 
Sgi. dapat dinyatakan belum sesuai karena tidak berpedoman pada asas lex 
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specialis derogat legi generali. Hukuman yang diterima terdakwa sangat 
ringan, yaitu hanya dua (2) bulan kurungan. Itu tidak sebanding dengan 
akibat yang menimpa korban hingga meninggal dunia. Pasal 359 KUHP 
adalah aturan hukum yang bersifat umum, sedangkan masih ada aturan 
yang bersifat khusus lainnya yaitu UU No. 30 Tahun 2009 tentang 
Ketenagalistrikan. Dengan demikian diharapkan dapat memberi efek jera 
kepada pelaku dan memenuhi rasa keadilan bagi keluarga korban. Upaya 
yang dilakukan oleh pihak aparat desa dan PLN untuk menghindari 
terjadinya lagi tindak pidana kelalaian memasang arus listrik yaitu berupa 
himbauan. Adapun upaya secara empirik yaitu pre-emtif, preventif dan 
represif. Disarankan kepada kepala desa agar rutin mengadakan himbauan 
dan sosialisasi terkait penggunaan arus listrik ilegal untuk mengusir hama 
kepada warga. Juga memasang plang (papan) tentang larangan mengambil 
arus listrik secara ilegal sebagai peringatan bagi warga. 
5. Ana, G.F. & Ginting, R. melakukan penelitian tentang “Analisis 
Penerapan Pasal 359 KUHP Mengenai Kealpaan yang Menyebabkan 
Hilangnya Nyawa Orang Lain (Studi Putusan Nomor: 267/Pid.B/2011/PN/ 
Skh)”.9  
Penelitian ini mengkaji mengenai putusan hakim nomor 267/Pid.B/ 
2011/PN.Skh dalam kasus hilangya nyawa orang yang terjadi karena 
kealpaan  atau  kelalaian. Jenis  penelitian ini merupakan penelitian hukum  
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normatif. Penelitian ini bersifat preskriptif, yang memberikan argumentasi 
hasil penelitian. Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan undang-
undang dan pendekatan kasus. Teknik pengumpulan bahan hukum dalam 
penelitian ini adalah teknik studi pustaka.Teknik analisis bahan hukum 
yang digunakan adalah bersifat deduksi yang artinya ialah merumuskan 
fakta hukum dengan cara membuat kesimpulan atas premis mayor dan 
premis minor.  
Hasil penelitian menunjukkan bahwa berdasarkan Putusan hakim 
nomor 267/Pid.B/2011/PN.Skh perbuatan terdakwa merupakan suatu 
perbuataan alpa yang menyebabkan hilangnya nyawa orang. Penerapan 
Pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa Wiyarto dalam putusan 
tersebut berupa dakwaan tunggal yaitu Pasal 359 KUHP adalah tidak 
tepat, karena berdasarkan perbuatannya Terdakwa lebih memenuhi unsur-
unsur menghilangkan nyawa orang dengan sengaja daripada unsur-unsur 
kealpaan. Perbuatan Terdakwa termasuk dalam kesengajaan dengan sadar 
kemungkinan, sehingga dapat dikenakan tindak pidana pembunuhan biasa 
yang terdapat pada Pasal 338 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
(KUHP). 
F. Metode Penelitian  
1. Jenis Penelitian  
Penelitian ini merupakan penelitian hukun dengan jenis penelitian 
kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian 




lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan 
maupun di tempat-tempat lain.10 Penelitian kepustakaan tidak hanya kegiatan 
membaca dan mencatat data-data yang telah dikumpulkan, tetapi lebih dari itu, 
peneliti harus mampu mengolah data yang telah terkumpul dengan tahap-
tahap penelitian kepustakaan. 
2. Pendekatan Penelitian  
Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan penelitian hukum 
normatif. Penelitian hukum normatif meletakkan hukum sebagai sebuah 
bangunan sistem norma. Sistem norma yang dibangun adalah mengenai asas-
asas, norma, kaidah dari peraturan-perundangan, putusan pengadilan, 
peranjian, serta doktrin.11 Penelitian hukum normatif pada umumnya 
menggunakan sasaran bahan penelitian pada data sekunder yang kemudian 
dianalisis secara kualitatif dalam arti perumusan pembenaran melalui kualitas 
norma hukum itu sendiri, pendapat-pendapat ahli/doktrin dan pendukung 
informasi hukum. 
Penelitian hukum normatif dilakukan dengan maksud untuk memberikan 
argumentasi hukum sebagai dasar penentu apakah suatu peristiwa telah benar 
atau salah serta bagaimana sebaiknya peristiwa itu menurut hukum.12 Data 
yang diperoleh dari bahan-bahan hukum tersebut dianalisis secara deskriptif 
kualitatif, yakni mengkaji penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak 
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11 Fajar, Mukti & Achmad, Yulianto, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris, 
Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2017, hlm. 33. 




pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dalam putusan nomor: 
101/Pid.B/2020/PN.Bbs. 
3. Sumber Data 
Penelitian hukum yang jenisnya normatif dilakukan dengan cara 
mengkaji data sekunder yang diinventarisir dalam bahan-bahan pustaka.13 
Sumber data penelitian kepustakaan ini antara lain buku-buku teks, jurnal 
ilmiah, refrensi statistik, hasil-hasil penelitian dalam bentuk skripsi, tesis, 
desertasi, dan internet, serta sumber-sumber lainnya yang relevan.14 Sumber 
data penelitian ini adalah data sekunder, meliputi bahan hukum primer, bahan 
hukum sekunder dan bahan hukum tertier berupa norma dasar, perundang-
undangan, hasil penelitian ilmiah, buku-buku dan lain sebagainya.15 
Penelitian jenis ini terdiri dari bahan-bahan hukum yakni bahan hukum 
primer berupa peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan; 
bahan hukum sekunder berupa literatur ilmu hukum, karya-karya ilmiah 
hukum; dan bahan hukum tersier dapat berupa kamus hukum dan kamus 
bahasa Indonesia terkait dengan tindak pidana kealpaan yang menyebabkan 
orang lain mati.  
4. Metode Pengumpulan Data  
Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan 
(library research) atau studi dokumen, yaitu suatu alat pengumpulan data 
                                                 
13 Soekanto, Soerjono & Mamudji, Sri, Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan 
Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012, hlm. 12. 
14 Sanusi, Anwar, Metodologi Penelitian Bisnis, Jakarta: Salemba Empat, 2016, hlm. 32. 
15 Amiruddin, Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja 




dilakukan melalui data tertulis.16 Studi pustaka merupakan langkah awal 
dalam metode pengumpulan data, yang diarahkan kepada pencarian data dan 
informasi melalui dokumen-dokumen, baik dokumen tertulis, foto-foto, 
gambar, maupun dokumen elektronik yang dapat mendukung dalam proses 
penulisan. Studi kepustakaan berkaitan dengan kajian teoritis dan referensi 
lain yang berkaitan dengan nilai, budaya dan norma yang berkembang pada 
situasi sosial yang diteliti. 
Metode pengumpulan data atau cara yang digunakan oleh peneliti 
untuk mengumpulkan dan menggali data yang bersumber dari sumber data 
primer dan sumber data sekunder. Oleh karena sumber data utama berupa data 
sekunder, yaitu data-data tertulis, maka teknik pengumpulan data dalam 
penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dan teknik dokumentasi. 
5. Metode Analisis Data  
Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisa data 
kualitatif yaitu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu 
sumber dari tertulis atau ungkapan tingkah laku yang diobservasikan dari 
manusia.17 Setelah memperoleh bahan-bahan hukum dari hasil penelitian 
kepustakaan, maka dilakukan pengolahan bahan-bahan hukum yang 
didapatkan dengan cara mengadakan sistematisasi terhadap bahan hukum 
tertulis. Sistematis disini berarti membuat suatu klarifikasi terhadap 
bahanbahan hukum untuk mempermudah pekerjaan analitis dan kontruksi.18 
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Berdasarkan data yang telah diperoleh dari hasil penelitian ini 
kemudian disusun dan dianalisis kualitatif yang selanjutnya data tersebut 
diuraikan secara deskriptif guna memperoleh gambaran yang dapat dipahami 
secara jelas dan terarah untuk menjawab permasalahan yang diteliti.19 Adapun 
permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini yaitu penerapan hukum pidana 
materiil dan pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap 
tidak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dalam putusan 
nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs. 
G. Sistematika Penulisan  
Untuk lebih memudahkan dalam memahami isi skripsi ini, maka 
diperlukan sistematika penulisan. Sistematika penulisan penelitian ini 
memberikan gambaran tentang isi skripsi ini, berikut susunan sistematika 
penulisan skripsi penelitian ini. 
Bab I  Pendahuluan. Berisi tentang latar belakang masalah, rumusan 
masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, 
metode penelitian dan sistematika penulisan. 
Bab II  Tinjauan Konseptual. Berisi teori-teori tentang permasalahan 
penelitian, antara lain tindak pidana, teori culpa (kealpaan), 
pertimbangan hakim dalam putusan perkara pidana, dan teori 
penegakan hukum.  
Bab III  Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini berisi hasil penelitian dan 
pembahasan, yaitu membahas penerapan hukum pidana materiil dan 
                                                 




pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak 
pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dalam putusan 
nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs. 
Bab IV Penutup. Terdiri atas kesimpulan terkait dengan hasil penelitian dan 
saran-saran dari penulis. 
19 
BAB II 
TINJAUAN KONSEPTUAL  
 
A. Tindak Pidana  
1. Pengertian Hukum Pidana 
Membahas tindak pidana tidak akan terlepas dari hukum pidana, sebab 
tanpa hukum sudah pasti pidana akan diberlakukan tidak adil oleh penguasa 
yang memerintah pada saat itu. Oleh karena itu sebelum lebih membahas 
tindak pidana, terlebih dahulu perlu dijelaskan definisi hukum pidana. Simons 
mengartikan pidana ِ adalah “heet leed, door de strafwet als gevolg aan de 
overtranding van de norm verbonden, data an denschuldige bij rechterlijk 
vonis wordt opgelegd.” Artinya suatu penderitaan yang oleh undang-undang 
pidana telah dikaitkan dengan pelanggaran terhadap suatu norna, yang dengan 
suatu putusan hakim telah dijatuhkan bagi seseorang yang bersalah.20 
Pidana dapat dikatakan sebagai penderitaan yang ditujukan kepada 
orang yang bersalah atau melakukan suatu tindak pelanggaran. Hukum pidana 
sendiri menurut Sudarto yaitu sebagai hukum yang memuat aturan-aturan 
hukum yang mengikatkan kepada perbuatan-perbuatan yang memenuhi syarat 
tertentu suatu akibat pidana. Sejalan dengan hal ini, maka Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana (KUHP) memuat dua hal pokok, yaitu: 
a. Memuat pelukisan-pelukisan dari perbuatan-perbuatan yang diancam 
pidana, yang memungkinkan pengadilan menjatuhkan pidana. Dengan 
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demikian hal ini seolah-olah negara menyatakan kepada umum dan para 
penegak hukum, perbuatan-perbuatan apa saja yang dilarang dan siapa 
yang dapat dipidana. 
b. KUHP menetapkan dan mengumumkan reaksi apa yang akan diterima 
oleh orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang itu. Pada 
hukum pidana modern reaksi ini tidak hanya berupa pidana akan tetapi 
juga apa yang disebut dengan tindakan, yang bertujuan untuk melindungi 
masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang merugiknnya.21 
Mencermari pendapat Sudarto hukum pidana masih dalam makna 
sempit, karena banya terkait hukum pidana materiil dihukum pidana, yaitu 
perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana beserta sanksinya yang 
sudah diatur di hukum pidana itu sendiri. Menurut Pompe “hukum pidana 
adalah keseluruhan peraturan yang bersifat umum yang isinya adalah larangan 
dan keharusan. Terhadap pelanggarannya, negara atau masyarakat hukum 
mengancam dengan penderitaan khusus berupa pemidanaan, penjatuhan 
pidana, peraturan itu juga mengatur ketentuan yang memberikan dasar 
penjatuhan dan penerapan pidana.22 
Hukum ِ pidana adalah bagian daripada keseluruhan hukum yang 
diberlakukan di suatu negara, untuk mengadakan dasar dan aturan untuk: 
a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, 
dilarang, dengan disertai ancaman pidana bagi siapa yang melanggaranya; 
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b. Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar 
larangan dapat dikenakan pidana; 
c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila ada orang yang melanggarnya.23 
Hukum pidana tidak membuat norma hukum sendiri tetapi memang 
sudah ada norma yang mengatur hukum pidana itu sendiri, sedangkan dalam 
penaataannya dibuatlah sanksi atau hukuman bagi orang yang melanggarnya 
untuk mentaati norma tersebut. Norma yang dimaksud disini adalah norma 
kesusilaan, norma agama, dan lainnya. Pada penerapannya pidana dibedakan 
menjadi dua yaitu pidana materiil dan pidana formil. Adapun pengertian dari 
pidana materill dan pidana formil menurut para ahli adalah sebagai berikut : 
Hukum pidana materiil dan formil dijelaskan Wirjono Prodjokoro 
yaitu isi hukum pidana adalah: 
a. Penunjukan dan gambaran dari perbuatan-perbuatan ysng diancam dengan 
hukum pidana; 
b. Penunjukan syarat umum yang harus dipenuhi agar perbuatan itu 
merupakan perbuatan yang pembuatnya dapat dihukum pidana; 
c. Penunjukan orang atau badan hukum yang pada umumnya dapat dihukum 
pidana, dan  
d. Penunjukan jenis hukuman pidana yang dapat dijatuhkan.24 
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Secaraِ eksplisitِ Vanِ Bemmelenِ mengaartikan ِ hukumِ pidana ِ dalam 
dua hal yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Hukum pidana 
materiil terdiri atas tindak pidana yang disebut berturut-turut, peraturan umum 
yang dapat diterapkan terhadap perbuatan itu. Sedangkan hukum pidana 
formal adalah mengatur cara bagaimana acara pidana seharusnya dilakukan 
dan menentukanِ tata tertib ِyangِ harusِ diperhatikanِ padaِ kesempatanِ itu.25 
Definisi hukum pidana dari Van Bemmelen hampir sama dengan 
hukum pidana yang didefinisikan Moeljatno yang mengkategorikan hukum 
pidana materill dan hukum pidana formal. Sedangkan menurut Tirtaamidjaja 
mengartikan hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Hukum pidana 
materiil adalah kumpulan aturan hukum yang menentukan pelanggaran 
pidana, menetapkan syarat-syarat bagi pelanggaran pidana untuk dapat 
dihukum, menunjukkan orang yang dapat dihukum dan menetapkan hukuman 
atas pelanggaran pidana. Sedangkan hukum pidana formiil adalah kumpulan 
aturan hukum yang mengatur cara mempertahankan hukum pidana materiil 
terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh orang-orang tertentu, atau dengan 
kata lain, mengatur cara bagaimana hukum pidana materiil diwujudkan 
sehingga diperoleh keputusan hakim serta mengatur cara melaksanakan 
kepeutusan hakim.26 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukum 
pidana materiil yang di dalamnya terdapat apa yang boleh dan tidak boleh dan  
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jika seseorang melanggarnya akan mendapat suatu pembalasan dari apa yang 
telah dilanggar. Sedangkan hukum pidana formil yaitu aturan-aturan yang 
dibuat untuk mengatur cara penegakan terhadap hukum pidana materiil yang 
telah dilanggar.27 
2. Pengertian Tindak Pidana  
Istilah tindak pidana dalam bahasa Belanda “starfbaar feit” atau 
“delict”. Pemakaian istilah tindak pidana adalah merupakan salah satu 
terjemahan dari istilah strafbaar feit, dan terjemahan lain masih ada seperti 
“perbuatan pidana”, “peristiwa pidana”, “delik” ada juga terjemahan lain 
seperti “perbuatan yang dapat dihukum”. Peristiwa pidana adalah suatu 
peristiwa hukum (rechsfeit), yaitu suatu peristiwa kemasyarakatan yang 
membawa akibat yang diatur oleh hukum. Selain istilah straftbaar feit, dipakai 
istilah lain yang berasal dari bahasa latin yaitu “delictum”, dalam bahasa 
Jerman disebut “delict”, dalam bahasa Perancis disebut “delit” dan dalam 
bahasa Indonesia dipakai istilah delik. 
Kata straftbaar feit mempunyai arti dari setiap suku kata yaitu “straf“ 
diartikan sebagai pidana dan hukum, “baar” diartikan dapat dan boleh, dan 
“feit” diartikan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.”28 Jadi, 
strafbaar feit adalah perbuatan yang boleh dipidana maupun peristiwa yang 
boleh dipidana. Tidak ada penjelasan mengenai strafbaar feit di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana, negara-negara Anglo-Saxon memakai istilah 
                                                 
27 Syamsuddin, Rahman & Aris, Ismail, Merajut Hukum Di Indonesia, Jakarta: Mitra 
Wacana Media, 2014, hlm, 192. 




offense atau biasa disebut dengan criminal act dengan tujuan yang sama. 
Karena KUHP Indonesia bersumber dari WvS Belanda, jadi yang 
digunakanpun sama yaitu strafbaar feit.29 Menurut teks bahasa Indonesia dari 
KUHPidana, strafbaar feit ditemukan Tim Penerjemah Badan Pembinaan 
Hukum Nasional, dalam menerjemahkan istilah strafbaar feit ini dengan artian 
tindak pidana.30 
Pompe mengartikan tindak pidana sebagai srafbaar feit adalah suatu 
pelanggaran norma yang tidak hanya dilakukan dengan sengaja tetapi dapat 
juga dilakukan dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku 
dimana menjatuhan hukuman terhaap pelaku tersebut adalah perlu demi 
terpeliharanya tertib hukum dan dan terjaminnya kepentingan umum.31  
 Frans Maramis mengartikan tindak pidana “Perbuatan yang pelakunya 
harus dipidana.” Sedangkan Teguh Prasetyo mendefinisikan tindak pidana 
adalah “perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan 
pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif 
(melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh hukum) juga perbuatan 
yang bersifat pasif (tidak berbuat yang diharuskan oleh hukum).”32 
Menurut Chairul Chuda tindak pidana yaitu perbutan atau serangkaian 
perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana. Kemudian menurut beliau 
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bahwa dilihat dari istilahnya, hanya sifat-sifat dari perbuatannya saja yang 
meliputi suatu tindak pidana. Adapun sifat orang-orang yang melakukan 
tindak pidana tersebut termaksud bagian dari masalah lain yaitu 
pertanggungjawaban pidana.33 
Berdasarkan beberapa pengertian di atas, maka dapat penulis 
simpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan 
seseorang atas dasar sengaja maupun tidak sengaja dimana perbuatannya 
(pasif maupun aktif) bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. 
Pengertian yang dikemukakan oleh para ahli di atas menggunakan istilah delik 
untuk menterjemahkan strafbaar feit dan mengartikannya sebagai suatu 
perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh 
undang-undang. Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan 
sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang, dapat dipertanggung 
jawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan 
sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
3. Unsur-Unsur Tindak Pidana  
Tindak pidana sebagai suatu tindakan pelanggaran hukum yang telah 
dilakukan dengan sengaja ataupun tidak disengaja oleh seseorang yang dapat 
dipertanggungjawabkan atas tindakannya yang dapat di hukum. Menurut 
Simons apa sebab tindak pidana itu dirumuskan seperti di atas adalah karena: 
1. Untuk adanya suatu tindak piana itu di isyaratkan bahwa harus terdapat 
suatu tindakan yang dilarang ataupun diwajibkan oleh undang-undang, 
                                                 




dimana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah 
di nyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. 
2. Agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus 
memenuhi semua unsur dari delik yang dirumuskan undang-undang. 
3. Setiap tindak pidana sebagai pelanggaran terhadap larangan atau 
kewajiban menurut undang-undang itu, pada hakikatnya merupakan suatu 
tindakan melawan hukum atau merupakan suatu orechtmatige handeling. 
Tindak pidana merupakan seseorang melakukan perbuatan jahat yang 
merugikam masyarakat banyak dan juga perbuatan yang dilakukan merupakan 
perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-
undangan, dalam hal ini yang tercantum baik di dalam KUHP maupun yang 
ada diluar KUHP. Ada tiga unsur yang termaksud dalam definisi delik pidana 
di atas yaitu: 
a. Adanya perbuatan jahat; 
b. Adanya subyek pidana; dan 
c.  Sifat perbuatannya.34 
Kejahatan adalah suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib 
hukum) yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang 
pelaku dimana penjatuhan hukuman terhadap peaku adalah demi untuk 
terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.35 Pada 
hakikatnya  semua  perbuatan  tindak  pidana  pasti  mempunyai  unsur, seperti  
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tindak pidana yang tercantum dalam undang-udang hukum pidana pada 
umumnya. Unsur-unsur perbuatan pidana atau tindak pidana menurut doktrin 
yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. 
a. Unsur subjektif, berasal dari dalam diri pelaku. Unsur subjektif ini 
berlandaskan asas hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada 
hukuman, kalau tidak ada kesalahan. Kesalahan yang dimaksud disini 
adalah perbuatan kesalahan yang dilakukan oleh pelaku dengan 
kesengajaan dan kealpaan. Para ahli merangkum dan menyetujui bahwa 
kesengajaan terdiri dalam tiga bagian yakni:  
1) Kesengajaan sebagai maksud,  
2) Kesengajaan dengan keinsafan pasti, 
3) Kesengajaan keinsafan dengan keinsafan akan kemungkinan.  
Sedangkan yang dimaksud kealpaan terdiri atas dua, yaitu tak berhati-hati 
dan dapat menduga akibat perbuatan itu. 
b. Unsur objektif, berasal dari luar diri pelaku yang terbagi menjadi empat: 
1) Perbuatan manusia itu sendiri yakni perbuatan aktif atau perbuatan 
positif, dan perbuatan pasif atau perbuatan negative, yang artinya 
perbuatan yang mendimkan atau membiarkan. 
2) Akibat perbuatan manusia yang memberikan bahaya atau merusak 
bahkan sampai menghilangkan nyawa orang lain, kehormatan, 
kemerdekaan dan lain-lain. 
3) Keadaan-keadaan, dibedakan menjadi dua yaitu keadaan pada saat 




4) Sifat dapat dihukum dan difat melawan hukum. Disini yang dimaksud 
sifat dapat dihukum yaitu termaksud dalam alasan-alasan yang 
membebaskan orang tidak dapat dikuhum atau dibebaskan dari 
hukuman, sedangkan sifat melawan hukum yaitu perbuatan yang 
bertentangan dengan hukum, dalam hal ini larangan atau perintah 
berbuat sesuatu.36 
Berdasarkan uraian di atas, maka dapat diketahui bahwa tindak pidana 
setidak-tidaknya harus memenuhi dua unsur yang memuat tentang tindakan 
pidana yang dilakukan, yaitu unsur obyektif yaitu unsur yang terdapat di luar 
diri pelaku (perbuatan, akibat dan masalah-masalah) dan unsur subyektif, 
yaitu unsur yang terdapat pada diri pelaku (pertanggungjawaban pelaku dan 
kesalahan (schuld) yang dikaitkan dengan pelaku.  
4. Sanksi Tindak Pidana  
Sanksi tindak pidana biasa juga disebut criminal sancties dalam bahasa 
Inggris, sedangkan dalam bahasa Belanda biasa disebut dengan 
strafrechtelijke sancties adalah hukuman yang diberikan kepada pelaku yang 
melakukan tindak pidana. Ada dua macam yang terkandung dalam sanksi 
pidana, yaitu sanksi dan pidana.37 
Adapun pengertian sanksi pidana menurut Alga, dkk, mendefinisikan 
dengan pengukuhan, persetujuan, dari atasan, penguatan suatu tindakan yang 
tanpa  itu  tidak  akan  sah  menurut  hukum, dalam  hukum  pidana,  hukuman 
                                                 
36 Rodliyah & Salim, HS, Op Cit., hlm. 12. 




dan yang terakhir alat pemeriksa, selain oleh hukuman, juga untuk menaati 
ketetapan yang ditentukan dalam peraturan atau perjanjian, syarat yang 
diadakan. Dalam kamus Bahasa Indoneisa, sanksi yaitu:  
a. Pengesahan atau peneguhan; atau 
b. Tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian atau 
menaati undang-undang; atau 
c. Tindakan-tindakan sebagai hukuman kepada suatu negara. 
Penjelasan di atas dapat diambil pengertian bahwa sanksi pidana bukan 
hanya diartikan dalam hukum pidana, tetapi juga didefinisikan dalam hukum 
perdata dan hukum internasional. Dalam hukum pidana sanksi pidana yaitu 
hukuman, sedangkan sanksi menurut hukum perdata yaitu tindakan memaksa 
orang untuk menaati kontak, lain juga dengan pengertian saksi menurut 
hukum internasional sanksi itu dilihat dari hukum yang dijatuhkan oleh 
negara. Sanksi pidana dibagi menjadi dua, yaitu pidana pokok dan pidana 
tambahan.38  
Pidana pokok merupakan keputusan yang di ambil dengan keputusan 
tersendiri oleh hakim. Pidana pokok terbagi menjadi lima, yaitu pidana mati, 
pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Pidana 
mati merupakan pidana yang jatuhkan untuk terpidana yang mempunyai 
tujuan untuk mencabut nyawa oleh terhukum atau terpidana yang dilakukan 
oleh algojo. Pidana penjara dapat dilihat dari Pasal 12 KUHP yaitu yang 
dimaksud pidana penjara adalah berkaitan dengan jangka waktu terhukum di 
                                                 




dalam penjara. Pidana kurungan adalah yaitu hilangnya kemerdekaan terhadap 
yang terhukum. Pidana denda adalah pidana yang dijatuhkan untuk terhukum 
dengan membayarkan sejumlah uang yang sudah ditetapkan oleh pengadilan. 
Pidana tutupan cenderung untuk para politisi yang melakukan kejahatan yang 
diancam dengan pidana penjara karena adanya oleh maksud yang patut 
dihormati.39 
Perkembangan sistem pemidanaan tidak dipungkiri lagi bahwa tujuan 
pemidanaan dimulia dari retributif, deterrence, rehebilitasi hingga restoratif 
tidak akan lepas dari strategi kebijakan dan pilihan sarana berupa sanksi yang 
telah dirumuskan dalam berbagai aturan perundang-undangan.40 
B. Teori Culpa (Kealpaan) 
1. Pengertian Kealpaan  
Istilah kealpaan dalam KUHP tidak dijelaskan tentang apa itu kealpaan 
(culpa). Tetapi, kealpaan (culpa) juga diancam dengan hukuman pidana 
walaupun hukumannya lebih ringan daripada sengaja (dolus) karena sengaja 
dianggap menghendaki terjadinya suatu perbuatan pidana sedangkan kealpaan 
(culpa) dalam hal ini tidak menhendaki atas akibat dari perbuatannya. Tetapi, 
pelaku kurang berhati-hati atau tidak mengidahkan dari apa yang sudah 
dilarang.  
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Undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian mengenai apa itu 
kealpaan (culpa). Tetapi pengertian itu diberikan agar didefinisikan oleh ilmu 
hukum pidana, dan beberapa ahli pidana sudah banyak yang menjelaskan dan 
memberikan syarat-syarat apa saja sehingga dapat dikatakan kealpaan (culpa) 
diantaranya yaitu Simons yang memberikan dua syarat terhadap kealpaan 
(culpa) yaitu: 
a. Tidak adanya kehati-hatian; 
b. Kurangnya perhatian terhadap akibat yang mungkin; 
c. Tidak adanya penduga-duga yang diperlukan; 
d. Tidak adanya kehati-hatian yang diperlukan.41 
Adapun pengertian dari kelalaian atau kealpaan (culpa) dari 
pendefinisian hukum pidana yang diketahui sifat-sifatnya yaitu ciri-ciri dari 
culpa, yaitu: 
a. Dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilakukan menggunakan 
ingatannya secara salah seharusnya dia menggunakan pikirannya dengan 
baik agar tidak melakukan kesalahan tetapi pelaku kurang berhati-hati dan 
tidak mengindahkan dari apa yang dilarang, sehingga melakukan 
perbuatan tersebut. 
b. Sebenarnya pelaku bisa memperkirakan akibat yang akan timbul tetapi 
pelaku lebih memilih melanjutkan perbuatannya tanpa memikirkan akibat 
yang akan terjadi setelahnya. Karena perbuatan yang dilakukannya 
                                                 




tersebut pelaku kemudian dicela karena berbuat hal yang melawan 
hukum.42 
Kanter mengartikan kealpaan atau culpa, seperti juga kesengajaan 
adalah salah salah satu bentuk dari kesalahan, yang bentuknya lebih rendah 
derajatnya daripada kesengajaan, suatu akibat yang timbul itu dikendaki 
pelaku maka dalam kealpaan justru akibat itu tidak dikendaki walaupun 
pelaku dapat memperkenalkan sebelumnya.43 Culpose delicate adalah unsur 
dari kealpaan (culpa) yang tidak berhati-hati yang hukumannya lebih rendah 
dari culpose delicten, yaitu tindak pidana yang turun dari kesengajaan. Pasal 
188 KUHP menerangakan tentang culpose delict yaitu yang menyebabkan 
kebakaran, peledakan, atau banjir dengan kurang berhati-hati. Ini dapat 
diartikan kesengajaan dapat pula juga dikatakan dengan kealpaan (culpa).44 
Moeljatno mengatakanِ bahwa “kealpaanِ adalah suatu struktur yang 
sangatِ gecompliceerd, yang disatu sisi mengarah pada kekeliruan dalam 
perbuatan seseorang secara lahiriah, dan disi lain mengarah pada keadaan 
batin orang itu. Dari pengertian tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa 
kealpaan memiliki arti yang yang lebih rendah dari konteks kesalahan, ini 
sangat berbeda dengan kesengajaan dalam kesalahan karena dalam kesalahan 
dapat dilihat posif yang ada bahwa perbuatan yang dilarang tersebut betul-
betul adalah kehendak pelaku berbeda dengan kealpaan yang sama sekali tidak 
ditemukan positifnya”. Jadi, Moderman membagi dua bentuk kealpaan yaitu 
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kealpaan yang didasari dan kealpaan yang tidak disadari. Kealpaan yang 
disadari maksudnya adalah kealpaan yang paling ringan. Karena, dalam 
tindakannya tidak diinsyafi atau memang tidak ada niat kesengjaan tetapi 
perbuatan tersebut dilakukan tanpa berfikir-fikir lagi berbeda dengan kealpaan 
yang disengaja maksudnya dia sudah mengetahui apa dampaknya tetapi 
memikirkan hal yang bisa dia lakukan atau kepintaran yang seharusnya pelaku 
tidak lakukan yang membuat tindakan tersebut akhirnya berdampak kepada 
dirinya sendiri.45 
Van Hamel mendefinisikan kelapaan bahwa kealpaan mengandung 
dua unsur, yaitu: 
a. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaiamana diharuskan hukum;  
b. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan hukum.46 
Berdasarkan pendapat-pendapat ahli di atas dapat ditarik kesimpulan 
bahwa kealpaan jika dalam batin pelaku perbuatan tindak pidana bersifat lalai, 
ceroboh, teledor, atau kurang berhati-hati sehingga apa yang diperbuat 
pendapatkan akibat yang melanggar hukum. Jadi sebenarnya kealpaan ini 
sama sekali tidak ada unsur sengaja ataupun niat untuk melakukan tindak 
pidana yang melanggar hukum tersebut. Tetapi, pelaku dalam melakukan 
perbuatannya tidak berhati-hati dalam bertindak, sehingga harus tetapi 
dipersalahkan atas apa yang diperbuatnya. Hal inilah yang menjadikan 
seseorang harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu.  
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2. Dasar Hukum Kealpaan  
Dasar hukum kealpaan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana 
diatur dalam ketentuan Pasal 359 dan 360 tentang masalah kealpaan yaitu: 
1. Pasal 359 KUHP: 
Barang siapa karena kealpaannya menyebabkan matinya orang lain 
diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau kurungan 
paling lama satu tahun. 
2. Pasal 360 KUHP: 
1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpannya) menyebabkan matinya 
orang lain mendapatkan luka berat diancam dengan pidana penjara 
paling lama lima tahun kurungan paling lama satu tahun. 
2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaanya) menyebabkan orang 
lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan 
menjalankan pekerjaan jabatanatau pencarian selama waktu tertentu, 
diancam dengan pidana penjara paling lama enam bulan atau pidana 
denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah. 
Sedangkan dasar hukum terkait dengan kelalaian mengakibatkan 
kebakaran adalah Pasal 188 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). 
Yang berbunyi “Barang siapa karena kesalahan (kealpaan) menyebabkan 
kebakaran, ledakan, atau banjir, diancam dengan pidana penjara paling lama 
lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun atau pidana denda 
paling banyak empat ribu lima ratus rupiah, jika karena perbuatan itu timbul 
bahaya umum bagi barang, jika karena perbuatan itu timbul bahaya bagi 
nyawa orang lain, atau jika karena perbuatan itu mengakibatkan orang mati. 
3. Ketentuan Pidana dan Unsur Delik Kealpaan Menyebabkan Kematian 
Ketentuan pidana dan unsur delik kealpaan yang menyebabkan 




359, Pasal 360, dan Pasal 361 KUHP pidana. Adapun yang memuat unsur-
unsur delik kelalaian atau kealpaan secara umum menurut KUHP, yaitu: 
1. Barang siapa; 
2. Karena kesalahannya (kelalaiannya/kealpaanya); 
- melakukan perbuatan tersebut kurang hati-hati 
- akibat yang terjadi karena kekurang hati-hatian harus dapat 
dibayangkan atau diduga terlebih dahulu. 
3. Terjadi akibat yang tidak dikehendaki. 
Dalam delik-delik kelalaian atau kealpaan yang mengakibatkan 
kematian atau dalam KUHP dibahasakan matinya orang, unsur-unsur yang 
dapat diuraikan sebagaimana yang dimaksudkan dalam Pasal 359 KUHP, 
yaitu: 
a. Barang siapa; 
b. Karena kesalahannya (kelalaiannya atau kealpaanya); 
c. Menyebabkan orang lain meninggal. 
Hubungan petindak dengan tindakannya ditentukan oleh kemampuan 
bertanggung jawab dari petindak/pelaku. Ia menginsyafi hakekat dari tindakan 
yang akan dilakukannya, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakannya dan 
dapat menentukan apakah akan dilakukannya tindakan tersebut atau tidak. Jika 
ia menentukan akan melaksanaan tindakan itu, maka bentuk hubungan itu 
adalah sengaja atau alpa. Dan untuk penentuan tersebut, bukan sebagai akibat 
dari dorongan sesuatu, yang dimana penentuan itu berada diluar kehendaknya 




karena adanya pemaksaan dari luar maupun dari dalam dirinya, yang akan 
menghapus kesalahannya. Terhadap unsur ketentuan pidana di atas tersebut, 
hal itu merupakan yang menjadi dasar utama bagaimana pertimbangan hakim 
dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap perkara delik kealpaan yang 
biasa kita kenal dalam hukum acara pidana sebagai putusan pemidanaan. 
C. Pertimbangan Hakim dalam Putusan Perkara Pidana 
Menurut Lilik mulyadi bahwa hakekat pada pertimbangan yuridis 
hakim merupakan pembuktian unsur-unsur dari suatu delik apakah perbuatan 
terdakwa tersebut memenuhi dan sesuai dengan delik yang didakwakan oleh 
penuntut umum sehingga pertimbangan tersebut relevan terhadap amar/diktum 
putusan hakim.47 Pertimbangan Hakim adalah argumen atau alasan yang 
dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum 
memutus perkara. Pertimbangan hakim diagi menjadi 2 bagian yaitu: 
1. Pertimbangan Yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada 
fakta-fakta yuridis yang terungkap dalam persidangan dan oleh Undang-
undang ditetapkan sebagaimana yang harus dimuat dalam putusan 
misalnya dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa, keterangan 
saksi, barang-barang bukti dan pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana. 
Pertimbangan yuridis dari delik yang didakwakan juga harus sesuai 
dengan aspek teoritik, pandangan doktrin, yurisprudensi, dan posisi kasus 
yang  ditangani,  barulah  kemudian  secara limitatif ditetapkan pendirinya.  
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Setelah pencantuman unsur-unsur tersebut, dalam praktek putus hakim, 
selanjutnya dipertimbangan hal-hal yang dapat meringankan atau 
memperberatkan terdakwa. Hal-hal yang memberatkan misalnya terdakwa 
sudah pernah dipidana sebelumnya, karena jabatannya, dan menggunakan 
bendera kebangsaan.48  
2. Pertimbangan Non-Yuridis, dapat dilihat dari latar belakang terdakwa, 
kondisi terdakwa dan agama terdakwa.49 Undang-Undang No. 48 Tahun 
2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 5 ayat (1) mengatur bahwa 
hakim wajib menggali mengikuti, dan memahami nilai-niali hukum dan 
rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat. Maksud dari ketentuan ini 
adalah agar setiap putusan hakim sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa 
keadilan bagi masyarakat.  
Dikalangan praktisi hukum terdapat kecenderungan untuk senantiasa 
melihat pranata peradilan hanya sekedar sebagai pranata hukum belaka, yang 
penuh dengan muatan normatif, diikuti lagi dengan sejumlah asas-asas 
peradilan yang sifatnya sangat ideal dan normatif, yang dalam kenyataannya 
justru berbeda sama sekali dengan penggunaan kajian moral dan kajian ilmu 
hukum (normatif). Seandainya terjadi dan akan terjadi benturan bunyi hukum 
antara yang dirasakan adil oleh masyarakat oleh masyarakat dengan apa yang 
disebut kepastian hukum, jangan hendaknya kepastian hukum dipaksakan dan 
rasa keadilan masyarakat dikorbankan. 
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Selain kedua aspek tersebut, di dalam Pasal 8 ayat (5) Undang-Undang 
No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, disebutkan bahwa 
mempertimbangkan berat ringannya pidana, hakim wajib memperhatikan pula 
sifat yang baik dan jahat dari terdakwa. Menurut Sutopo ada faktor-faktor 
yang harus dipertimbangkan secara sosiologis oleh hakim dalam menjatuhkan 
putusan terhadap suatu perkara, antara lain:  
1. Memperhatikan sumber hukum tak tertulis dan nilai-nilai yang hidup 
dalam masyarakat.  
2. Memperhatikan sifat baik dan buruk dari terdakwa serta nilai-nilai yang 
meringankan maupun hal-hal yang memberatkan terdakwa.  
3. Memperhatikan ada atau tidaknya perdamaian, kesalahan, peranan korban. 
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau 
diterapkan.  
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya cipta dan rasa yang 
didasarkan pada karsa manusia dalam pergaulan hidup.50 
Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek yang sangat penting 
untuk mewujudkan nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan 
dan mengandung kepastian hukum, Pertimbangan hakim harus disikapi 
dengan teliti, baik, dan cermat. Jika pertimbangan hakim tidak teliti, baik, dan 
cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut 
dapat dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Sebagai 
penegak hukum, hakim mempunyai tugas dibidang yudisial yaitu menerima, 
                                                 




memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan 
kepadanya. Para pencari keadilan tentu sangat mendambakan perkara-perkara 
yang diajukan kepengadilan dapat diputus oleh hakim yang propesional dan 
memiliki integritas moral yang tinggi, sehingga dapat melahirkan keputusan-
keputusan yang sesuai dengan aturan perundang-undangan.51 
D. Teori Penegakan Hukum 
Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan 
secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka 
menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat 
diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum 
pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana 
pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan 
politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil 
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada 
suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.52 
Penegakan hukum dapat menjamin kepastian hukum, ketertiban dan 
perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat 
terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu menjaga 
keselarasan, keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang 
didasarkan oleh nilai-nilai actual di dalam masyarakat beradab. Sebagai proses 
kegiatan yang meliputi berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka 
                                                 
51 Bambang, Sutiyoso, Metode Penemuan Hukum, Yogyakarta: UII Pres, 2006, hlm. 5.  
52 Arief, Barda Nawawi, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan 




pencapaian tujuan adalah keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana 
sebagai suatu sistem peradilan pidana.  
Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, 
yaitu sebagai berikut: 
1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total yang menuntut agar semua 
nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa 
terkecuali. 
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh yang menyadari bahwa 
konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi 
perlindungan kepentingan individual. 
3. Konsep penegakan hukum aktual yang muncul setelah diyakini adanya 
diskresi dalam penegakan hukum karena keterbatasan, baik yang berkaitan 
dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas 
perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.53  
Indonesia adalah negara hukum, maka setiap orang yang melakukan 
tindak pidana harus mempertanggungjawabkan perbuatannya melalui proses 
hukum. Penegakan hukum mengandung makna bahwa tindak pidana adalah 
suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, di mana larangan 
tersebut disertai dengan ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu sebagai 
pertanggungjawabannya. Dalam hal ini ada hubungannya dengan asas 
legalitas, yang  mana  tiada  suatu  perbuatan  dapat  dipidana  melainkan telah  
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diatur dalam undang-undang, maka bagi barang siapa yang melanggar 
larangan tersebut dan larangan tersebut sudah di atur dalam undang-undang, 
maka bagi para pelaku dapat dikenai sanksi atau hukuman, sedangkan 
ancaman pidananya ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, 
ada hubungan yang erat pula.54  
Sejalan dengan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang secara tegas menyatakan bahwa Negara 
Indonesia adalah Negara Hukum. Dengan demikian pembangunan nasional 
dibidang hukum ditujukan agar masyarakat memperoleh kepastian, ketertiban 
dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan serta 
memberikan rasa aman dan tentram. Moeljatno menyatakan bahwa hukum 
pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara, 
yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk: 
1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan, yang 
dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi 
barang siapa yang melanggar larangan tersebut; 
2. Menentukan dalam hal apa yang melanggar larangan-larangan itu dapat 
dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan; 
3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat 
dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan 
tersebut.55 
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Berdasarkan pendapat tersebut di atas, maka dapat ditarik suatu 
pengertian bahwa hukum pidana adalah hukum yang memuat peraturan-
peraturan yang mengandung keharusan dan larangan terhadap pelanggarnya 
serta mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatan-kejahatan terhadap 
kepentingan umum, perbuatan yang diancam hukuman yang merupakan suatu 
penderitaan atau siksaan, selanjutnya ia menyimpulkan bahwa hukum pidana 
itu bukanlah suatu hukum yang mengandung norma-norma baru, melainkan 
hanya mengatur pelanggaran-pelanggaran dan kejahatankejahatan terhadap 




HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Penerapan Hukum Pidana Materiil terhadap Tindak Pidana Kealpaan 
yang Menyebabkan Orang Lain Mati  
Kesalahan dalam arti luas meliputi kesengajaan (dolus) dan kealpaan 
(culpa), hal tersebut mengandung arti bahwa di samping kesengajaan, orang 
juga dapat dipidana bila melakukan kejahatan yang kesalahannya berbentuk 
kealpaan. Salah satu pasal dalam KUHP yang merupakan kejahatan kealpaan 
yakni Pasal 359 KUHP,56 dimana dapat dipidananya orang yang menyebabkan 
matinya orang lain karena kesalahannya atau kealpaannya. Menurut 
Lamintang, terkait ketentuan Pasal 359 KUHP tersebut diketahui bahwa bagi 
meninggalnya seseorang itu undang-undang telah mensyaratkan adanya unsur 
schuld atau culpa pada diri pelaku.57 
Kejahatan kealpaan didasarkan pada keterangan KUHP tersebut, dapat 
dipahami terjadi bukanlah semata-mata seorang menentang larangan tersebut 
dengan justru melakukan yang dilarang itu. Tetapi dia tidak begitu 
mengindahkan larangan, hal ini nyata dari perbuatannya. Hal tersebutlah 
sehingga oleh Moeljatno disebut dengan gecompliceerd.58 Pada prinspinya 
seseorang dapat dikatakan mempunyai culpa di dalam melakukan 
perbuatannya apabila orang tersebut telah melakukan perbuatannya tanpa 
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disertai kehati-hatian dan perhatian seperlunya akibat yang dapat timbul. 
Seperti perkara yang akan dibahas pada Putusan nomor: 101/Pid.B/2020/ 
PN.Bbs. 
Adapun kasus posisi perkara pada Putusan nomor: 101/Pid.B/2020/ 
PN.Bbs. berawal pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 sekitar jam 22.00 Wib 
korban Engkos Kosasih Bin Yakub bersama-sama dengan saksi Karsam Bin 
Casim dan teman-temannya nongkrong untuk bakar-bakar ayam di Pos Covid 
yang terletak di pertigaan masuk Desa Tambakserang Kecamatan 
Bantarkawung Kabupaten Brebes, selanjutnya sekitar jam 00.30 Wib datang 
saksi Nurul Mahmubin bersama-sama dengan saksi Cecep Irham Maulana, 
saksi Bima Cahya, saksi Wanacahya Suryanto, Sdr. Agys, Sdr. Ahmad Arip 
Subarnas, Sdr. Tegar dan Sdr. Kirno mendatangi Pos Covid tersebut dengan 
tujuan untuk menagih hutang kepada Korban Engkos Kosasih. Saksi Nurul 
Mahmubin memanggil Korban Engkos Kosasih, selanjutnya saksi Nurul 
Mahmubin mengatakan kepada korban ENGKOS Kosasih untuk membayar 
hutang kepada saksi Nurul Mahmubin sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu 
rupiah). Karena Korban Engkos Kosasih mengatakan tidak mempunyai uang, 
Sdr. Agys emosi mendengar jawaban korban Engkos Kosasih tersebut dan 
melakukan pemukulan terhadap korban Engkos Kosasih.  
Merasa terancam dan takut Korban Engkos Kosasih melarikan diri 
untuk pulang menuju ke rumah melewati lahan milik Perhutani yang digarap 
oleh terdakwa Sunardi Bin Sanuri yang terletak di Desa Ciomas Kecamatan 




digarapnya dengan kawat yang teraliri aliran listrik yang dipasang dengan 
tujuan untuk menghalau hewan liar supaya tidak merusak tanaman miliknya 
dengan cara membuat saklar ON/OFF menggunakan kabel yang terbuka 
kemudian terdakwa sambungkan dengan kabel sepanjang ±500 meter dari 
rumah terdakwa sampai ke lahan yang digarap oleh terdakwa. Terdakwa 
sambungkan kabel tersebut dengan kawat yang terdakwa pasang dengan cara 
ganda (atas bawah) diikatkan pada bambu yang tingginya ±15 cm yang 
ditancapkan di tanah yang mengelilingi lahan yang digarap dan menyalakan 
kawat yang teraliri listrik tersebut setiap hari yaitu mulai jam 18.00 Wib 
sampai dengan pukul 05.00 Wib yang teraliri listrik sebesar 900 Volt.  
Oleh karena kelalaiannya terdakwa yaitu terdakwa memasang aliran/ 
instalasi listrik sedangkan terdakwa tidak mempunyai Sertifikat Layak 
Operasional (SLO) sebagai teknisi yang mempunyai keahlian dalam instalasi 
listrik, dan terdakwa tidak memberikan lampu penerangan serta terdakwa 
tidak memasang tanda peringatan yang mengelilingi lahan yang digarap oleh 
terdakwa supaya orang lain dengan jelas mengetahui bahwa ada kawat yang 
teraliri listrik mengelilingi lahan yang digarap terdakwa tersebut. Sehingga 
pada saat Korban Engkos Kosasih melewati lahan milik terdakwa tersebut, 
kaki kiri korban menempel kawat yang teraliri aliran listrik tersebut, yang 
menyebabkan korban tersengat/kesetrum aliran listrik.  
Pada hari Senin, tanggal 25 Mei 2020 sekitar jam 12.00 Wib terdakwa 
menuju lahan yang digarap oleh terdakwa tersebut untuk melihat dan 




terdakwa melihat Korban Engkos Kosasih yang tergeletak dalam posisi 
tengkurap ditanah dan kaki kirinya menempel pada kawat yang teraliri aliran 
listrik. Terdakwa mendekati dan menggoyang-goyangkan tubuh korban tetapi 
tidak bergerak. Karena terdakwa merasa takut dan merasa bersalah selanjutnya 
terdakwa menyembunyikan tubuh Korban dengan cara menguburkan tubuh 
Korban dengan tujuan supaya orang lain tidak mengetahui/menemukannya. 
Terdakwa mengubur tubuh korban dengan cara terdakwa mengambil 
cangkul yang pada saat itu sudah ada di kebun, kemudian terdakwa menggali 
tanah dengan cara mencangkul dengan kedalaman ± 70 cm, panjang ± 160 cm 
dan lebar ± 60 cm, kemudian terdakwa mengangkat tubuh Korban Engkos 
Kosasih yang masih dalam keadaan tengkurap dan memasukannya dalam 
keadaan tengkurap ke dalam lubang yang sudah terdakwa gali tersebut. 
Selanjutnya terdakwa menimbun tubuh Korban Engkos Kosasih dengan tanah 
yang sebelumnya terdakwa gali tersebut, setelah terdakwa selesai mengubur 
tubuh korban Engkos Kosasih tersebut, terdakwa pulang menuju ke rumahnya. 
Pada hari Kamis, tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wib warga 
sekitar menemukan tubuh Korban Engkos Kosasih yang dikubur oleh 
terdakwa. Berdasarkan Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh Puskesmas 
Bantarkawung No: R.098/449.2/06/2020 tanggal 2 Juni 2020 yang dibuat dan 
ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Wisnu Satria Arttantyo 
Kusumowarno yang melakukan pemeriksaan terhadap Engkos Kosasih Bin 





1. Mayat laki-laki. Mayat sudah mengalami pembusukan. 
2. Pada mayat ditemukan: 
a. Luka lecet di betis kiri, kurang lebih sepuluh kali tiga sentimeter. 
Sekitar luka tampak pucat; 
b. Luka robek di betis kiri, kurang lebih tiga sentimeter. Sekitar luka 
tampak pucat; 
c. Luka robek di bagian samping lutut kiri, kurang lebih satu setengah 
sentimeter dengan tepi luka meninggi.  
Kesimpulan: 
Pada pemeriksaan luar mayat laki-laki berusia dua puluh tahun ini didapatkan 
kondisi mayat telah mengalami pembusukan, terdapat luka bakar listrik di 
samping lutut kiri dan di betis kaki kiri. Sebab kematian diduga diakibatkan 
karena sengatan listrik.  
Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum atas dasar 
kasus posisi tersebut dengan dakwaan tunggal yaitu bahwa terdakwa Sunardi 
Bin Sanuri, pada hari Minggu, tanggal 24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wib 
atau setidak-tidaknya di bulan Mei 2020, bertempat di Lahan milik Perhutani 
yang digarap oleh Terdakwa yang terletak di Desa Ciomas Kecamatan 
Bantarkawung Kabupaten Brebes atau setidak-tidaknya disuatu tempat 
tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, 
karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Perbuatan 
terdakwa Sunardi Bin Sanuri sebagaimana tersebut diatas, diatur dan diancam 




Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan yang 
dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, 
diperoleh fakta-fakta hukum bahwa bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 23 
Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, korban Engkos Kosasih bersama dengan 
Saksi Dodi, Saksi Karsam berkumpul bersama untuk bakar-bakar ayam di Pos 
Covid yang terletak di pertigaan Desa Tambakserang Kecamatan 
Bantarkawung Kabupaten Brebes. Selanjutnya sekira pukul 00.30 WIB, 
datang Saksi Nurul Mahmubin, Saksi Cecep Irham Maulana, Saksi Bima 
Cahya, Saksi Wancahya Suryanto, Agis, Ahmad Arip Subarnas, Tegar dan 
Kirno mendatangi Pos Covid tersebut dengan tujuan untuk menagih hutang 
kepada korban Engkos Kosasih sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah).  
Bahwa benar Saksi Nurul Mahmubin menagih hutang kepada korban 
Engkos Kosasih, kemudian korban Engkos Kosasih mengatakan bahwa tidak 
mempunyai uang, selanjutnya Agis emosi mendengar jawaban korban Engkos 
Kosasih langsung melakukan pemukulan terhadap korban Engkos Kosasih, 
karena merasa terancam dan takut korban Engkos Kosasih melarikan diri 
untuk pulang menuju ke rumah korban Engkos Kosasih. Pada saat korban 
Engkos Kosasih melewati lahan milik Perhutani yang digarap oleh Terdakwa 
yang terletak di Desa Ciomas Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. 
Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 korban Engkos Kosasih tidak 
diketahui keberadaannya, lalu Saksi Yakub bersama keluarga yang lain 




meminta bantuan warga agar ikut mencari keberadaan korban Engkos 
Kosasih. 
Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 
WIB, Terdakwa menuju lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebut untuk 
melihat dan mengecek tanaman dan pada saat Terdakwa sedang mengelilingi 
lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa melihat korban Engkos 
Kosasih tergeletak dalam posisi tengkurap ditanah dan kaki kirinya menempel 
pada kawat yang teraliri aliran listrik, lalu Terdakwa mendekati dan 
menggoyang-goyangkan tubuh korban Engkos Kosasih tetapi tidak bergerak, 
selanjutnya karena Terdakwa merasa panik dan takut Terdakwa lalu 
menyembunyikan tubuh korban Engkos Kosasih dengan cara menguburkan 
tubuh korban Engkos Kosasih dengan tujuan supaya orang lain tidak 
mengetahui. Terdakwa menguburkan tubuh korban Engkos Kosasih dengan 
cara Terdakwa menggali tanah dengan mencangkul hingga kedalaman ± 70 
cm, panjang ± 160 cm dan lebar ± 60 cm, kemudian Terdakwa mengangkat 
tubuh korban Engkos Kosasih yang masih dalam keadaan tengkurap dan 
memasukannya dalam keadaan tengkurap ke dalam lubang yang sudah 
Terdakwa gali tersebut, selanjutnya Terdakwa menimbun tubuh korban 
Engkos Kosasih dengan tanah yang sebelumnya Terdakwa gali tersebut, 
setelah Terdakwa selesai mengubur tubuh korban Engkos Kosasih, Terdakwa 
pulang menuju ke rumahnya. 
Bahwa benar pada hari tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wib 




yang terletak di Desa Ciomas Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes 
yang digarap oleh Terdakwa, dalam keadaan terkubur dan sudah meninggal 
dunia. Lahan Perhutani yang digarap oleh Terdakwa benar dikelilingi oleh 
kawat yang teraliri aliran listrik dipasang Terdakwa dengan tujuan untuk 
menghalau hewan liar agar tidak merusak tanaman yang Terdakwa tanama di 
lahan tersebut. Cara Terdakwa membuat kawat yang teraliri listrilk di lahan 
tersebut adalah dengan membuat saklar On / Off dengan menggunakan kabel 
yang terbuka kemudian Terdakwa sambungkan dengan kabel sepanjang ± 500 
(lima ratus) meter dari rumah Terdakwa sampai ke lahan yang digarap oleh 
Terdakwa, kemudian Terdakwa sambungkan kabel tersebut dengan kawat 
yang Terdakwa pasang dengan cara ganda (atas bawah) lalu diikatkan pada 
bambu yang tingginya ± 15 (lima belas) cm yang ditancapkan di tanah 
mengelilingi lahan yang Terdakwa garap. 
Bahwa benar Terdakwa menyalakan kawat yang teraliri listrik tersebut 
setiap hari yaitu mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB 
yang teraliri listrik sebesar 900 Volt. Terdakwa tidak mempunyai Sertifikat 
Layak Operasional (SLO) sebagai teknisi yang mempunyai keahlian dalam 
instalasi listrik, dan Terdakwa tidak memberikan lampu penerangan serta 
Terdakwa tidak memasang tanda peringatan yang mengelilingi lahan yang 
digarap oleh Terdakwa agar orang lain dengan jelas mengetahui bahwa ada 
kawat yang teraliri listrik mengelilingi lahan yang digarap Terdakwa tersebut. 





1. Mayat laki-laki. Mayat sudah mengalami pembusukan. 
2. Pada mayat ditemukan: 
a. Luka lecet di betis kiri, kurang lebih sepuluh kali tiga sentimeter. 
Sekitar luka tampak pucat; 
b. Luka robek di betis kiri, kurang lebih tiga sentimeter. Sekitar luka 
tampak pucat; 
c. Luka robek di bagian samping lutut kiri, kurang lebih satu setengah 
sentimeter dengan tepi luka meninggi. 
3. Kesimpulan: Pada pemeriksaan luar mayat laki-laki berusia dua puluh 
tahun ini didapatkan kondisi mayat telah mengalami pembusukan, terdapat 
luka bakar listrik di samping lutut kiri dan di betis kaki kiri. Sebab 
kematian diduga diakibatkan karena sengatan listrik. 
Berdasarkan fakta-takta hukum terungkap di persidangan tersebut, 
terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan 
kepadanya, jika telah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan. 
Adapun terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal 
sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang unsur-unsurnya adalah 
sebagai berikut: 
1. Barangsiapa; 
Bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah setiap orang 
atau siapa saja selaku subjek hukum atas siapa didakwa melakukan suatu 
tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Di 




Jaksa Penuntut Umum adalah seseorang yang bernama Sunardi Bin Sanuri 
yang atas identitasnya telah bersesuaian dengan yang tertera dalam Surat 
Dakwaan dan dipersidangan telah pula dibenarkan oleh Saksi-saksi dan 
tidak disangkal oleh Terdakwa, sehingga tidak terdapat error in persona 
dalam mengadili perkara ini.  
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka 
unsur barangsiapa terpenuhi. 
2. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. 
Pengertian hukum dari Kealpaan (culpa) adalah kelalaian atau 
kesalahan yang bersifat lebih ringan daripada kesengajaan (dolus), akan 
tetapi culpa yang dapat dikenai atau dijatuhi hukuman haruslah berbentuk 
culpa lata, dan bukannya culpa levis (culpa yang terlalu ringan sifatnya). 
Menurut doktrin ada 2 (dua) syarat culpa, yakni: 
a. Bila dengan melakukan sesuatu perbuatan itu seseorang kurang 
berhati-hati atau kurang waspada; 
b. Akibat yang ditimbulkan karena kurang hati-hatinya harus dapat 
dibayangkan atau diduga terlebih dahulu, yang berarti bahwa apabila 
tidak dapat dibayangkan adalah sesuatu akibat, maka tidak terdapat 
culpa. 
Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 
pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 WIB, korban 
Engkos Kosasih bersama dengan Saksi Dodi, Saksi Karsam berkumpul 




Desa Tambakserang Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes. Sekira 
pukul 00.30 WIB, datang Saksi Nurul Mahmubin, Saksi Cecep Irham 
Maulana, Saksi Bima Cahya, Saksi Wancahya Suryanto, Agis, Ahmad 
Arip Subarnas, Tegar dan Kirno mendatangi Pos Covid tersebut dengan 
tujuan untuk menagih hutang kepada korban Engkos Kosasih sejumlah 
Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah). 
Saksi Nurul Mahmubin menagih hutang kepada korban Engkos 
Kosasih, kemudian korban Engkos Kosasih mengatakan bahwa tidak 
mempunyai uang, selanjutnya Agis emosi mendengar jawaban korban 
Engkos Kosasih langsung melakukan pemukulan terhadap korban Engkos 
Kosasih, karena merasa terancam dan takut korban Engkos Kosasih 
melarikan diri untuk pulang menuju ke rumah korban Engkos Kosasih. 
Pada saat korban Engkos Kosasih melewati lahan milik Perhutani yang 
digarap oleh Terdakwa yang terletak di Desa Ciomas Kecamatan 
Bantarkawung Kabupaten Brebes. 
Pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 korban Engkos Kosasih 
tidak diketahui keberadaannya, lalu Saksi Yakub bersama keluarga yang 
lain mencari korban Engkos Kosasih dan diumumkan di Masjid dengan 
maksud meminta bantuan warga agar ikut mencari keberadaan korban 
Engkos Kosasih. Pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 
WIB, Terdakwa menuju lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebut untuk 
melihat dan mengecek tanaman dan pada saat Terdakwa sedang 




melihat korban Engkos Kosasih tergeletak dalam posisi tengkurap ditanah 
dan kaki kirinya menempel pada kawat yang teraliri aliran listrik, lalu 
Terdakwa mendekati dan menggoyanggoyangkan tubuh korban Engkos 
Kosasih tetapi tidak bergerak, selanjutnya karena Terdakwa merasa panik 
dan takut Terdakwa lalu menyembunyikan tubuh korban Engkos Kosasih 
dengan cara menguburkan tubuh korban Engkos Kosasih dengan tujuan 
supaya orang lain tidak mengetahui. 
Terdakwa menguburkan tubuh korban Engkos Kosasih dengan 
cara Terdakwa menggali tanah dengan mencangkul hingga kedalaman ±70 
cm, panjang ± 160 cm dan lebar ± 60 cm, kemudian Terdakwa 
mengangkat tubuh korban Engkos Kosasih yang masih dalam keadaan 
tengkurap dan memasukannya dalam keadaan tengkurap ke dalam lubang 
yang sudah Terdakwa gali tersebut, selanjutnya Terdakwa menimbun 
tubuh korban Engkos Kosasih dengan tanah yang sebelumnya Terdakwa 
gali tersebut, setelah Terdakwa selesai mengubur tubuh korban Engkos 
Kosasih, Terdakwa pulang menuju ke rumahnya.  
Pada hari tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wib warga sekitar 
menemukan tubuh korban Engkos Kosasih di lahan perhutani yang 
terletak di Desa Ciomas Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes 
yang digarap oleh Terdakwa, dalam keadaan terkubur dan sudah 
meninggal dunia. Lahan Perhutani yang digarap oleh Terdakwa dikelilingi 




untuk menghalau hewan liar agar tidak merusak tanaman yang Terdakwa 
tanama di lahan tersebut.  
Cara Terdakwa membuat kawat yang teraliri listrilk di lahan 
tersebut adalah dengan membuat saklar On/Off dengan menggunakan 
kabel yang terbuka kemudian Terdakwa sambungkan dengan kabel 
sepanjang ± 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa sampai ke lahan 
yang digarap oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa sambungkan kabel 
tersebut dengan kawat yang Terdakwa pasang dengan cara ganda (atas 
bawah) lalu diikatkan pada bambu yang tingginya ± 15 (lima belas) cm 
yang ditancapkan di tanah mengelilingi lahan yang Terdakwa garap. 
Terdakwa menyalakan kawat yang teraliri listrik tersebut setiap hari yaitu 
mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB yang teraliri 
listrik sebesar 900 Volt. Terdakwa tidak mempunyai Sertifikat Layak 
Operasional (SLO) sebagai teknisi yang mempunyai keahlian dalam 
instalasi listrik, dan Terdakwa tidak memberikan lampu penerangan serta 
Terdakwa tidak memasang tanda peringatan yang mengelilingi lahan yang 
digarap oleh Terdakwa agar orang lain dengan jelas mengetahui bahwa 
ada kawat yang teraliri listrik mengelilingi lahan yang digarap Terdakwa 
tersebut. 
Mencermati fakta-fakta tersebut, maka letak kelalaian atau 
kealpaan dari Terdakwa tidak mempunyai Sertifikat Layak Operasional 
(SLO) sebagai teknisi yang mempunyai keahlian dalam instalasi listrik, 




memasang tanda peringatan yang mengelilingi lahan yang digarap oleh 
Terdakwa agar orang lain dengan jelas mengetahui bahwa ada kawat yang 
teraliri listrik mengelilingi lahan yang digarap Terdakwa tersebut. Menurut 
Soesilo yang dimaksud dengan matinya orang disini tidak dimaksud sama 
sekali oleh Terdakwa, akan tetapi kematian tersebut hanya merupakan 
akibat dari pada kurang hati-hati atau lalainya Terdakwa (delik culpa).59 
Berdsarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa 
pada saat korban Engkos Kosasih ditemukan dalam keadaan tengkurap 
sudah meninggal dunia dan terdapat bekas jerat kawat pada bagian kaki. 
Di persidangan telah diperiksa dan dibacakan bukti surat berupa hasil 
Visum Et Refertum Nomor: Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh 
Puskesmas Bantarkawung No: R.098/449.2/06/2020 tanggal 2 Juni 2020 
yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Wisnu 
Satria Arttantyo Kusumowarno yang melakukan pemeriksaan terhadap 
Engkos Kosasih Bin Yakub dengan hasil pemeriksaan yang telah 
diuraikan di atas, maka unsur karena kelalaiannya menyebabkan orang lain 
mati” telah terpenuhi. Oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP 
telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
dalam dakwaan tunggal. 
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Hasil pemeriksaan di persidangan, terbukti semua unsur dari Pasal 359 
KUHP telah terpenuhi, dengan demikian terdakwa dinyatakan telah terbukti 
sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan 
dalam dakwaan tunggal, yaitu karena kesalahannya (kealpaannya) 
menyebabkan orang lain mati. Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan 
bahwa penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kealpaan 
yang menyebabkan orang lain mati dalam putusan nomor: 101/Pid.B/2020/ 
PN.Bbs yaitu menerapkan Pasal 359 KUHP yang berbunyi ““Barangsiapa 
karena kesalahannya (kealpaannya) mengakibatkan orang lain mati, diancam 
dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling 
lama satu tahun.” 
Undang-undang sendiri tidak memberikan pengertian mengenai apa itu 
kealpaan (culpa). Van Hamel mendefinisikan kelapaan bahwa kealpaan 
mengandung dua unsur, yaitu: 
1. Tidak mengadakan penduga-duga sebagaiamana diharuskan hukum;  
2. Tidak mengadakan penghati-hatian sebagaimana diharuskan hukum.60 
Kealpaan jika dalam batin pelaku perbuatan tindak pidana bersifat 
lalai, ceroboh, teledor, atau kurang berhati-hati sehingga apa yang diperbuat 
pendapatkan akibat yang melanggar hukum. Jadi sebenarnya kealpaan ini 
sama sekali tidak ada unsur sengaja ataupun niat untuk melakukan tindak 
pidana yang melanggar hukum tersebut. Tetapi, pelaku dalam melakukan 
perbuatannya tidak berhati-hati dalam bertindak, sehingga harus tetapi 
                                                 




dipersalahkan atas apa yang diperbuatnya. Hal inilah yang menjadikan 
seseorang harus berhati-hati dalam melakukan sesuatu. Dengan demikian 
menurut penulis penerapan hukum pidana materiil Pasal 359 KUHP terhadap 
tindak pidana kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dalam putusan 
nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs sudah benar. Dimana kealpaan sebagai suatu 
perbuatan yang kurang hati-hati atau kurang perhatian, kurang hati-hati dalam 
teori kealpaan disertai dengan membayangkan akan suatu akibat. Dalam kasus 
nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs, terdakwa tidak mempunyai Sertifikat Layak 
Operasional (SLO) sebagai teknisi yang mempunyai keahlian dalam instalasi 
listrik, secara umum orang awam juga sudah dapat membayangkan jika kawat 
beraliran listrik tersebut terkena orang dapat membayakan karena dapat 
tersengat aliran listrik yang dapat menyebabkan kematian. Terdakwa juga 
tidak memberikan lampu penerangan serta Terdakwa tidak memasang tanda 
peringatan yang mengelilingi lahan yang digarap oleh Terdakwa agar orang 
lain dengan jelas mengetahui bahwa ada kawat yang teraliri listrik 
mengelilingi lahan yang digarap Terdakwa tersebut. 
B. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menjatuhkan Putusan Tindak 
Pidana Kealpaan yang Menyebabkan Orang Lain Mati dalam Putusan 
Nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs 
Pertimbangan hukum hakim merupakan argumen atau alasan yang 
dipakai oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar sebelum 
memutus perkara. Pertimbangan hakim sebagai salah satu aspek paling 




mengandung keadilan dan kepastian hukum, juga terkandung manfaat bagi 
para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi 
dengan teliti, baik, dan cermat.  
Banyak aspek yang harus dipertimbangkan hakim, baik dari aspek 
yuridis maupun dari aspek non yurdis dalam menjatuhkan putusan. Perkara 
pada putusan nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs, hakim sebelum memputuskan 
perkara melakukan pertimbangan-pertimbangan, antara lain: 
1. Surat dakwaan  
Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh 
Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut: 
DAKWAAN 
Bahwa Ia terdakwa SUNARDI Bin SANURI, pada hari Minggu, tanggal 
24 Mei 2020 sekitar jam 01.00 Wib atau setidak-tidaknya di bulan Mei 
2020, bertempat di Lahan milik Perhutani yang digarap oleh Terdakwa 
yang terletak di Desa Ciomas Kecamatan Bantarkawung Kabupaten 
Brebes atau setidak-tidaknya disuatu tempat tertentu yang masih termasuk 
dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, Karena kesalahannya 
(kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, Adapun rangkaian perbuatan 
terdakwa itu dilakukan dengan cara yang telah diuraikan pada pembahasan 
sebelumnya.  
Perbuatan terdakwa SUNARDI Bin SANURI sebagaimana tersebut di 




Surat dakwaan dalam hukum acara pidana pada sidang pengadilan 
sangatlah penting hal ini dikarenakan pemeriksaan terdakwa di pengadilan 
berpatokan pada surat dakwaan. Surat dakwaan adalah surat yang berisi 
dakwaan bahwa seseorang telah melakukan tindak pidana atau pada 
hakikatnya adalah surat dakwaan merupakan kesimpulan dari penuntut 
umum tentang apa yang dilakukan oleh tersangka berdasarkan hasil 
penyidikan dan dasar bagi penuntut umum dalam mengajukan terdakwa ke 
sidang pengadilan.61  
Pertimbangan terhadap surat dakwaan bertujuan agar pembuktian 
dan keyakinan dari hakim dapat lahir dan dapat menentukan terdakwa 
bersalah atau tidak telah melanggar ketentuan pidana seperti yang telah di 
dakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Surat dakwaan sebagai dasar 
tersebut wajib dicantumkan dalam putusan hakim jika tidak dicantumkan 
maka dapat batal demi hukum seperti yang diatur dalam KUHAP Pasal 
197 ayat (2). 
2. Keterangan Saksi-Saksi  
Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut 
Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut: 
a. Yakub Bin Ruba’i, dibawah sumpah memberikan keterangan dan atas 
keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak 
keberatan dan membenarkannya.  
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b. Muplihin Bin Admawi, dibawah sumpah memberikan keterangan dan 
atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak 
keberatan dan membenarkannya. 
c. Usef Asikin Bin Jajuli, dibawah sumpah memberikan keterangan dan 
atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak 
keberatan dan membenarkannya. 
d. Wasrim Bin Nur Rohman, dibawah sumpah memberikan keterangan 
dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat 
tidak keberatan dan membenarkannya. 
e. Karsam Bin Casim, dibawah sumpah memberikan keterangan dan atas 
keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak 
keberatan dan membenarkannya. 
f. Dodiyana Septiadin Bin Jaenudin, dibawah sumpah memberikan 
keterangan dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan 
pendapat tidak keberatan dan membenarkannya. 
g. Cecep Irham Maulana Bin Mustofa, dibawah sumpah memberikan 
keterangan dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan 
pendapat tidak keberatan dan membenarkannya. 
h. Nurul Mahmubin Bin Badrun, dibawah sumpah memberikan 
keterangan dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan 




i. Agus Miftahul Hidayat Bin Taufik, dibawah sumpah memberikan 
keterangan dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan 
pendapat tidak keberatan dan membenarkannya. 
j. Jamaludin Bin Mustofa, dibawah sumpah memberikan keterangan dan 
atas keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak 
keberatan dan membenarkannya. 
k. Tursino Bin Adam, dibawah sumpah memberikan keterangan dan atas 
keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat tidak 
keberatan dan membenarkannya. 
l. Bima Cahya Saputra Bin Lindu Hadi Sutrisno, dibawah sumpah 
memberikan keterangan dan atas keterangan saksi tersebut Terdakwa 
memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya. 
Pertimbangan saksi-saksi bertujuan untuk membuktikan dakwaan 
Penuntut Umum. Pada persidangan tersebut saksi yang dihadirkan 
penuntut umum 12 (dua belas orang saksi), dibawah sumpah memberikan 
keterangan. Terhadap keterangan kedua belas saksi tersebut, Terdakwa 
memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya. Selain dua 
belas saksi tersebut di dengar juga keterangan saksi ahli Wisnu Satria 
Arttantyo Kusumowarno dan Achmad Erik Lamtana Bin Muchtar. Dari 
keterangan saksi ahli tersebut diperoleh kesimpulan bahwa penyebab 
kematian jenazah korban Engkos Kosasih Bin Yakub karena tersetrum 
listrik karena kulit menunjukkan luka bakar dengan tepi luka sedikit 




dan tidak menemukan luka lain pada jenazah korban Engkos Kosasih Bin 
Yakub yang diperiksanya tersebut.  
Terdakwa yang memasang kawat kemudian dialiri listrik yang 
diambil dari rumahnya kemudian dipasang di lahan perhutani yang 
digarapnya tersebut adalah perbuatan yang melanggar karena Terdakwa 
bukan instalator listrik yang berhak memasang instalsi dan seharusnya 
Terdakwa mengambil arus listrik diluar KWH meter karena hal tersebut 
adalah tindakan pencurian listrik yang dapat dikenai sanksi pidana karena 
dapat membahayakan lingkungan sekitarnya. Terdakwa seharusnya adalah 
memberi tanda lebih jelas adanya kawat teraliri listrik tersebut dan 
memasang alat pembatas arus (MCB) untuk proteksi arus berlebih yang 
apabila terkena hewan atau orang tidak langsung mati minimal terpental 
saja. Akibat yang ditimbukan apabila hewan atau manusia tersengat kawat 
yang teraliri listrik yang dipasang oleh Terdakwa adalah minimal 
mengalami luka bakar, cacat organ dan maksimal meninggal dunia karena 
Terdakwa tidak memasang pengaman pembatas arus sehinga tegangan 
listrik sangat tinggi. 
3. Keterangan Terdakwa 
Selain pertimbangan terhadap keterangan saksi-saksi yang 
dihadirkan penuntut umum, hakim pada perkara tersebut juga 
mempertimbangan keterangan terdakwa, dimana Terdakwa di persidangan 
telah memberikan keterangan yang pada pokoknya bahwa pada hari Senin 




di Desa Ciomas Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes, Terdakwa 
telah menemukan korban Engkos Kosasih dalam keadaan tertelungkup 
dengan jari masih terjerat kawat dan sudah meninggal dunia. 
Awalnya Terdakwa tidak mengenali mayat korban Engkos Kosasih 
akan tetapi setelah mayat tersebut ditemukan oleh warga, Terdakwa baru 
mengetahui dan mengenali mayat tersebut adalah Engkos Kosasih yang 
merupakan tetangga Terdakwa yang rumahnya bersebelahan dengan 
rumah Terdakwa. Pada saat ditemukan posisi korban Engkos Kosasih 
tengkurap di tanah dalam keadaan kaku dan setelah Terdakwa goyang-
goyang tidak bergerak kemudian saat itu Terdakwa melihat kaki sebelah 
kiri korban Engkos Kosasih masih menempel di kawat yang teraliri listrik. 
Karena merasa panik melihat korban Engkos Kosasih dan takut 
apabila hal tersebut diketahui oleh warga serta Terdakwa juga takut 
disalahkan lalu terjerat hukum karena korban Engkos Kosasih tersebut 
ditemukan Terdakwa di lahan perhutani yang digarap Terdakwa karena 
tersengat listrik pada kawat yang teraliri listrik yang Terdakwa pasang. 
Terdakwa memasang kawat yang teralisri listrik sejak tahun 2017 karena 
tanaman yang ditanam Terdakwa banyak dirusak dan dimakan hama babi 
hutan. Luas lahan yang Terdakwa pasang kawat teraliri listrik adalah lahan 
yang didalam nya terdapat tanaman Padi, ketela pohon dan kacang tanah 
yang luasnya ± 80 x 40 meter. Terdakwa tidak meminta ijin kepada pihak 




kepada pihak desa maupun warga masyarakat memasang kawat yang 
teraliri listrik pada lahan yang Terdakwa garap tersebut. 
Tujuan Terdakwa memasang kawat yang teraliri listrik pada lahan 
milik perhutani yang Terdakwa garap tersebut adalah untuk perangkap 
hama babi hutan yang sering memakan dan merusak tanaman yang 
Terdakwa tanam di lahan tersebut. Terdakwa menyalakan kawat yang 
teraliri listrik dilahan perhutani yang Terdakwa garap tersebut setiap hari 
yaitu mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB dan yang 
sering menyalakan adalah Terdakwa sendiri sedangkan untuk besar 
tegangan voltasenya sebesar 900 (sembilan ratus) Volt. Disekitar kawat 
yang teraliri listrik tersebut, Terdakwa hanya memasang tanda berupa 
papan dengan panjang ±30 (tiga puluh) cm dan lebar ± 15 (lima belas) cm 
bertuliskan AWAS ADA LISTRIK berwarna merah yang Terdakwa 
pasang dengan cara dipaku ditempelkan di pohon pinus yang berada di 
sebelah barat lahan tersebut. 
Terdakwa tidak memasang lampu atau tanda lainnya sedangkan 
kawat yang teraliri listrik dihidupkan pada malam hari saja karena 
Terdakwa beranggapan apabila warga masyarakat pada siang harinya 
sudah mengetahui apabila dilahan yang Terdakwa garap tersebut terdapat 
kawat yang teraliri listrik dengan tulisan AWAS ADA SETRUM. Posisi 
atau keberadaan lahan yang Terdakwa garap tersebut berada disebelah 




hari gelap tidak ada lampu penerangan satupun yang berada didekat 
maupun dilahan yang Terdakwa garap tersebut. 
Terdakwa pernah mendapati ada babi hutan yang terjerat kawat 
teraliri listrik sebesar 900 (sembilan ratus) Volt yang Terdakwa pasang di 
lahan yang Terdakwa garap tersebut dan keadaan babi hutan tersebut mati 
dengan bagian badan masih menempel dikawat yang teraliri listrik 
tersebut. Terdakwa memasang kawat yang teraliri listrik yang dia pasang 
di lahan yang di garap dengan cara Terdakwa membuat tobol on/off 
dengan menggunakan kabel terbuka kemudian Terdakwa sambungkan 
dengan kabel sepanjang + 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa 
sampai ke lahan yang Terdakwa garap. Kemudian Terdakwa sambungkan 
kabel tersebut dengan kawat yang Terdakwa pasang dengan cara ganda 
(atas bawah), lalu Terdakwa ikatkan pada bambu yang tingginya + 15 
(lima belas) cm dari tanah yang mengelilingi lahan yang Terdakwa tanam 
dengan tanaman padi, ketela pohon, dan kacang tanah tersebut. 
Alat atau sarana untuk memasang kawat yang teraliri listrik yang 
Terdakwa pasang di lahan tersebut yaitu : kabel warna hitam dan putih 
dengan panjang + 500 (lima ratus) meter, kawat besi + 80 (delapan puluh) 
meter, potongan bambu dengan panjang + 80 (delapan puluh) cm, Papan 
warna putih dengan panjang + 30 (tiga puluh) cm dan lebar + 15 (lima 
belas) cm yang bertuliskan AWAS ADA LISTRIK berwarna merah. 
Terdakwa menguburkan korban Engkos Kosasih masih di area lahan yang 




meter dari tempat korban Engkos Kosasih ditemukan. Pakaian yang 
dipakai oleh korban Engkos Kosasih saat Terdakwa temukan sudah 
meninggal di lahan perhutani yang Terdakwa garap memakai jaket atau 
sweater yang ada tutup kepalanya berwarna abu-abu dan celena pendek 
warna putih. 
4. Barang Bukti  
Menimbang bahwa dipersidangan Penuntut Umum juga 
mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum yang dikeluarkan oleh 
Puskesmas Bantarkawung No : R.098/449.2/06/2020 tanggal 2 Juni 2020 
yang dibuat dan ditandatangani oleh Dokter Pemeriksa yaitu dr. Wisnu 
Satria Arttantyo Kusumowarno yang melakukan pemeriksaan terhadap 
Engkos Kosasih Bin Yakub. 
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti 
sebagai berikut: 
a. 1 (satu) buah cangkul besi dengan gagang kayu. 
b. Kawat besi dengan panjang ± 6 (enam) meter. 
c. Kabel warna hitam dan putih dengan panjang ± 100 (seratus) meter. 
d. Potongan kayu bambu panjang ± 80 (delapan puluh) cm. 
e. Papan putih dengan panjang 30 (tiga puluh) cm dan lebar 15 (lima 
belas) cm bertuliskan “AWAS ADA SETRUM” berwarna merah. 






5. Fakta-fakta Hukum  
Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang 
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: 
a. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 23 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 
WIB, korban Engkos Kosasih bersama dengan Saksi Dodi, Saksi 
Karsam berkumpul bersama untuk bakar-bakar ayam di Pos Covid 
yang terletak di pertigaan Desa Tambakserang Kecamatan 
Bantarkawung Kabupaten Brebes; 
b. Bahwa benar sekira pukul 00.30 WIB, datang Saksi Nurul Mahmubin, 
Saksi Cecep Irham Maulana, Saksi Bima Cahya, Saksi Wancahya 
Suryanto, Agis, Ahmad Arip Subarnas, Tegar dan Kirno mendatangi 
Pos Covid tersebut dengan tujuan untuk menagih hutang kepada 
korban Engkos Kosasih sejumlah Rp100.000.00 (seratus ribu rupiah); 
c. Bahwa benar Saksi Nurul Mahmubin menagih hutang kepada korban 
Engkos Kosasih, kemudian korban Engkos Kosasih mengatakan 
bahwa tidak mempunyai uang, selanjutnya Agis emosi mendengar 
jawaban korban Engkos Kosasih langsung melakukan pemukulan 
terhadap korban Engkos Kosasih, karena merasa terancam dan takut 
korban Engkos Kosasih melarikan diri untuk pulang menuju ke rumah 
korban Engkos Kosasih; 
d. Bahwa benar pada saat korban Engkos Kosasih melewati lahan milik 
Perhutani yang digarap oleh Terdakwa yang terletak di Desa Ciomas 




e. Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2020 korban Engkos 
Kosasih tidak diketahui keberadaannya, lalu Saksi Yakub bersama 
keluarga yang lain mencari korban Engkos Kosasih dan diumumkan di 
Masjid dengan maksud meminta bantuan warga agar ikut mencari 
keberadaan korban Engkos Kosasih;  
f. Bahwa benar, pada hari Senin tanggal 25 Mei 2020 sekitar pukul 12.00 
WIB, Terdakwa menuju lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebut 
untuk melihat dan mengecek tanaman dan pada saat Terdakwa sedang 
mengelilingi lahan yang digarap oleh Terdakwa tersebut, Terdakwa 
melihat korban Engkos Kosasih tergeletak dalam posisi tengkurap 
ditanah dan kaki kirinya menempel pada kawat yang teraliri aliran 
listrik, lalu Terdakwa mendekati dan menggoyang-goyangkan tubuh 
korban Engkos Kosasih tetapi tidak bergerak, selanjutnya karena 
Terdakwa merasa panik dan takut Terdakwa lalu menyembunyikan 
tubuh korban Engkos Kosasih dengan cara menguburkan tubuh korban 
Engkos Kosasih dengan tujuan supaya orang lain tidak mengetahui; 
g. Bahwa benar Terdakwa menguburkan tubuh korban Engkos Kosasih 
dengan cara Terdakwa menggali tanah dengan mencangkul hingga 
kedalaman ± 70 cm, panjang ± 160 cm dan lebar ± 60 cm, kemudian 
Terdakwa mengangkat tubuh korban Engkos Kosasih yang masih dalam 
keadaan tengkurap dan memasukannya dalam keadaan tengkurap ke dalam 
lubang yang sudah Terdakwa gali tersebut, selanjutnya Terdakwa 




Terdakwa gali tersebut, setelah Terdakwa selesai mengubur tubuh korban 
Engkos Kosasih, Terdakwa pulang menuju ke rumahnya; 
h. Bahwa benar pada hari tanggal 28 Mei 2020 sekitar jam 10.00 Wib warga 
sekitar menemukan tubuh korban Engkos Kosasih di lahan perhutani yang 
terletak di Desa Ciomas Kecamatan Bantarkawung Kabupaten Brebes 
yang digarap oleh Terdakwa, dalam keadaan terkubur dan sudah 
meninggal dunia; 
i. Bahwa benar lahan Perhutani yang digarap oleh Terdakwa dikelilingi oleh 
kawat yang teraliri aliran listrik dipasang Terdakwa dengan tujuan untuk 
menghalau hewan liar agar tidak merusak tanaman yang Terdakwa tanama 
di lahan tersebut; 
j. Bahwa benar cara Terdakwa membuat kawat yang teraliri listrilk di lahan 
tersebut adalah dengan membuat saklar On / Off dengan menggunakan 
kabel yang terbuka kemudian Terdakwa sambungkan dengan kabel 
sepanjang ± 500 (lima ratus) meter dari rumah Terdakwa sampai ke lahan 
yang digarap oleh Terdakwa, kemudian Terdakwa sambungkan kabel 
tersebut dengan kawat yang Terdakwa pasang dengan cara ganda (atas 
bawah) lalu diikatkan pada bambu yang tingginya ± 15 (lima belas) cm 
yang ditancapkan di tanah mengelilingi lahan yang Terdakwa garap; 
k. Bahwa benar Terdakwa menyalakan kawat yang teraliri listrik tersebut 
setiap hari yaitu mulai pukul 18.00 WIB sampai dengan pukul 05.00 WIB 




l. Bahwa Terdakwa tidak mempunyai Sertifikat Layak Operasional (SLO) 
sebagai teknisi yang mempunyai keahlian dalam instalasi listrik, dan 
Terdakwa tidak memberikan lampu penerangan serta Terdakwa tidak 
memasang tanda peringatan yang mengelilingi lahan yang digarap oleh 
Terdakwa agar orang lain dengan jelas mengetahui bahwa ada kawat yang 
teraliri listrik mengelilingi lahan yang digarap Terdakwa tersebut; 
m. Bahwa benar terhadap korban Engkos Kosasih dilakukan Visum Et 
Repertum dengan hasil pemeriksaan : 
1) Mayat laki-laki. Mayat sudah mengalami pembusukan. 
2) Pada mayat ditemukan: 
a) Luka lecet di betis kiri, kurang lebih sepuluh kali tiga sentimeter. 
Sekitar luka tampak pucat;  
b) Luka robek di betis kiri, kurang lebih tiga sentimeter. Sekitar luka 
tampak pucat; 
c) Luka robek di bagian samping lutut kiri, kurang lebih satu setengah 
sentimeter dengan tepi luka meninggi; 
Kesimpulan: 
Pada pemeriksaan luar mayat laki-laki berusia dua puluh tahun ini 
didapatkan kondisi mayat telah mengalami pembusukan, terdapat luka 
bakar listrik di samping lutut kiri dan di betis kaki kiri. Sebab kematian 





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan 
mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di 
atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang 
didakwakan kepadanya. 
6. Unsur-Unsur pada Pasal yang Didakwakan 
Pertimbangan hakim juga mencantumkan unsur-unsur pada pasal 
yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Pertimbangan ini tidak 
semata mata mencantumkan unsur-unsur hukum seperti apa yang telah 
undang-undang jelaskan tekait dengan pasal yang di dakwakan tetapi juga 
mencantumkan dari aspek teoritis dan praktek, pandangan doktrin, 
yurisprudensi dan kasus posisi yang sedang ditangani, kemudian secara 
limitatif62 menetapkan pendirian hakim dalam memberikan pertimbangan 
sehingga seseorang dapat dinyatakan telah terbukti secara sah dan 
meyakinkan melakukan suatu perbutan yang melanggar ketentuan pidana. 
Pada prakteknya aspek pertimbangan yuridis yaitu konteks putusan 
hakim karena pada pertimbangan yuridis merupakan pembuktian unsur-
unsur dari suatu tindak pidana apakah terdakwa telah bersalah melakukan 
perbuatan seperti yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum atau tidak sama 
sekali.63 Pertimbangan yuridis oleh hakim tersebut terlebih dahulu akan 
menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul.64 Pada perkara nomor 
nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum 
                                                 
62 Ibid, hlm. 220. 
63 Mulyadi, Lilik, Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia, 
Malang: Citra Aditya Bakti, 2014, hlm. 129. 




dengan dakwaan tunggal yaitu Perbuatan terdakwa Sunardi Bin Sanuri 
sebagaimana tersebut di atas, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 359 
KUHP. Adapun pertimbangan terhadap pasal tersebut, yaitu sebagai 
berikut:  
Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum 
dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 359 KUHP yang 
unsur-unsurnya adalah sebagai berikut: 
a. Barangsiapa; 
b. Karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati; 
Berdasarkan pertimbangan yuridis sebagaimana terungkap di 
persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa 
tersebut telah memenuhi semua unsur tindak pidana yang didakwakan. 
Oleh karena semua unsur dari Pasal 359 KUHP telah terpenuhi, maka 
terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan 
tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal karena 
kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati. Di dalam 
persidangan hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan 
pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan 
pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya.  
7. Hal yang Memberatkan dan Meringankan 
Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang 
Kekuasaan Kehakiman menyatakan hakim wajib mempertimbangkan sifat 




dianggap menguntungkan terdakwa juga harus menjadi pertimbangan 
hakim. Dalam putusan pengadilan hakim akan mempertimbangkan 
bagaimana seorang terdakwa selama masa persidangan, apakah berlaku 
sopan dan dapat kooperatif, tulang punggung keluarga dan lain sebagainya 
yang menguntungkan terdakwa, dan hal-hal memberatkan yakni seperti 
dampak perbuatan menimbulkan dan lain sebagainya. Adapun 
pertimbangan terhadap hal yang memberatkan dan hal yang meringankan 
dalam putusan nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs, sebagai berikut: 
Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 
maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan 
dan yang meringankan Terdakwa.  
Keadaan yang memberatkan: 
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat; 
- Perbuatan Terdakwa tersebut menyebabkan korban Engkos Kosasih 
meninggal dunia. 
Keadaan yang meringankan: 
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; 
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya; 
- Terdakwa belum pernah dihukum. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat 
penulis simpulkan bahwa pertimbangan hakim dalam memutus perkara pada 
perkara nomor: 101/Pid.B/2020/PN.Bbs sudah benar dan sesuai dengan 




menjatuhkan putusan mempertimbangakan aspek yuridis dan non yuridis. 
Pertimbangan yuridis hakim pada perkara tersebut meliputi pertimbangan 
surat dakwaan, unsur-unsur pada pasal yang didakwakan. Sedangkan 
pertimbangan non yuridis pada perkara tersebut yaitu fakta-fakta dalam 
persidangan (didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang 
bukti) dan hal yang memberatkan dan meringankan. Menurut penulis dalam 
mencari kebenaran dan pembuktian tentang tindak pidana yang dilakukan 
terdakwa sudah tepat dengan mempertimbangkan aspek yuridis dan non 
yuridis yang telah dijelaskan di atas. Meskipun dalam menjatuhkan sanksi 
pidana sebagai akibat hukun dari tindak pidana kealpaan yang menyebabkan 
orang lain mati, majelis hakin tidak mempertimbangkan aspek yuridis dari 
tuntutan penuntut umum secara tertulis, namun menurut penulis majelis hakim 
sudah mempertimbangkan tuntutan penuntut umum.  
Menurut penulis saksi pidana yang diperoleh terdakwa sudah tepat 
sesuai dengan tuntutan penuntut umum, hanya lebih ringan 6 bulan, hal ini 
dimungkinkan majelis hakim mempertimbangkan bahwa terdakwa sebenarnya 
sudah memasang rambu-rambu “AWAS ADA LISTRIK” berwarna merah, 
terdakwa seharusnya memberi tanda lebih jelas adanya kawat teraliri listrik 
dan memasang alat pembatas arus (MCB) untuk proteksi arus berlebih yang 
apabila terkena hewan atau orang tidak langsung mati, minimal terpental saja. 
Disamping itu juga karena pertimbangan hal yang meringankan dimana 
terdakwa bersikap sopan dipersidangan, mengakui terus terang perbuatannya, 





A. Simpulan  
Simpulan yang dapat ditarik dari hasil penelitian dan pembahasan yang 
telah dipaparkan, antara lain: 
1. Penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kealpaan yang 
menyebabkan orang lain mati dalam putusan nomor: 101/Pid.B/2020/ 
PN.Bbs yakni perbuatan terdakwa melanggar Pasal 359 KUHP. Penerapan 
pasal tersebut menurut penulis sudah benar, dimana kealpaan sebagai 
suatu perbuatan yang kurang hati-hati atau kurang perhatian, kurang hati-
hati dalam teori kealpaan disertai dengan membayangkan akan suatu 
akibat. Dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai Sertifikat Layak 
Operasional (SLO) keahlian dalam instalasi listrik dan tidak memberikan 
lampu penerangan agar orang lain dengan jelas mengetahui bahwa ada 
kawat teraliri listrik mengelilingi lahan yang digarap Terdakwa tersebut. 
2. Pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan tindak pidana 
kealpaan yang menyebabkan orang lain mati dalam putusan nomor: 
101/Pid.B/2020/PN.Bbs sudah memuat aspek yuridis dan non yuridis. 
Pertimbangan yuridis hakim pada perkara tersebut meliputi pertimbangan 
surat dakwaan dan unsur-unsur pada pasal yang didakwakan. Sedangkan 
pertimbangan non yuridis pada perkara tersebut yaitu fakta-fakta dalam 
persidangan (didasarkan pada keterangan saksi, keterangan terdakwa, 




B. Saran  
Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, maka penulis 
memberikan beberapa saran sebagai berikut:  
1. Majelis hakim harus lebih cermat dan teliti dalam menjatuhkan putusan 
terhadap terdakwa serta harus mempunyai ilmu dan pengetahuan tentang 
hukum yang baik, tidak hanya hukum secara formil tapi juga hukum 
secara materiil supaya tidak salah dalam mengambil keputusan yang 
sesuai dengan unsur-unsur pasal yang didakwakan jaksa penuntut umum. 
2. Diharapkan hakim dalam mempertimbangkan unsur kealpaan (culpa) 
dalam putusan harus lebih detail, teliti dan tepat dimana tidak hanya 
sekedar berpatokan pada konsep sederhana dari kealpaan (culpa). Karena, 
perbuatan yang dikategorikan sebagai kealpaan “dari aspek hukum” tidak 
sama dengan kealpaan yang pahami secara umum yang merupakan 
peristiwa biasa. 
3. Untuk menanggulangi terhadap pelaku tindak pidana kelalaian memasang 
arus listrik yang menyebabkan orang lain mati dapat berupa himbauan atau 
sosialisasi akan bahaya arus listrik dengan tegangan tinggi baik dari aparat 
desa maupun instansi PLN setempat.  
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